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KATA SAMBUTAN

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat karunia

dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rarfeangan

Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persai
Tidak Sehat (RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat).

Badan Keahlian DPR RI sebagai badan yang ai tugas dan

fungsi dukungan keahlian kepada DPR RI seb ana diamanatkan

dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilal Rak Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat agaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Und g Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas URdang-@fidang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawarat akyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan wa akilan Rakyat Daerah, Peraturan
Presiden Nomor 27 Ta entang Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR, Peraturan R RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
dan Peraturan Pi n DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan

Tugas Dukunga ahlian Badan Keahlian DPR.

Dala, alegislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan
keahlia da) Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah
me ntul penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan,

P an penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-

U ng sesuai dengan standar penyusunan Rancangan Undang-Undang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan
keahlian dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang.
Jakarta, September 2020
Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
tersusunnya Naskah Akademik RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan baik dan lancar. RUU tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu

rancangan undang-undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional

2020 - 2024 pada nomor urut 167. \
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun€erdasarkan

standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Kea

dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undan , Peneliti,

Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, An , dan Tenaga
Ahli Komisi VI serta Kepala Pusat Perancanga g-Undang sebagai
penanggung jawab. Penyusunan Naskah Akade n Draf Rancangan
Undang-Undang merupakan permintaan dari Konlisi VI DPR RI, yang
selanjutnya menugaskan kepada Bada ahlian DPR RI untuk menyusun

naskah akademik dan draf RUUnya.

Adapun Naskah Akademik R ini disusun berdasarkan pengolahan
hasil pengumpulan data dan i asilyang diperoleh baik melalui bahan-
bahan bacaan (kepustaka@upun diskusi yang dilakukan secara
komprehensif dengan @ peéfiangku kepentingan, para pakar, dan

inggi. Kelancaran proses penyusunan Naskah

akademisi dari perg@truan
Akademik ini tentdny#&,tidak terlepas dari peran aktif seluruh Tim Penyusun

dari Badan K i PR RI, yang telah dengan penuh ketekunan dan

tanggung j nyelesaikan apa yang menjadi tugasnya.
e paikan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja keras

Naskah Akademik ini. Kami juga menyampaikan terima kasih

semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan
Nas®ah Akademik ini hingga selesai tepat pada waktunya dan diharapkan
dapat bermanfaat dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang

sehat.

Jakarta, September 2020
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting
dalam ekonomi pasar (market economy). Melalui hukum persaingan @gaha,
pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat a elalkgu
usaha di dalam pasar. Persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha

menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilih @

oduk barang
dan jasa dengan harga yang lebih murah. Pengala i Banyak negara

industri baru di Asia Timur terutama Kores an dan Taiwan

menunjukkan bahwa persaingan usaha yang seha aksa pelaku usaha

untuk meningkatkan efisiensi dan mutu produk ser®® melakukan inovasi.
Persaingan yang terjadi dalam dunia us endorong perusahaan-
perusahaan manufaktur di negara ters t@k meningkatkan daya saing
dengan melakukan investasi lebily besafyf’dalam teknologi. Sebaliknya,
perusahaan yang tidak efisie tidak kompetitif, serta tidak responsif
terhadap kebutuhan konsumen, akan dipaksa keluar dari persaingan.!

Di Amerika SerikQ an hukum persaingan (Antitrust Law)
g

diibaratkan seperti Ma. Carta bagi kebebasan berusaha. Dimana

kebebasan ekon dan sistem kebebasan berusaha itu sama pentingnya
dengan Bill ofRights Wang melindungi Hak Asasi Manusia di Amerika
Serikat.?2 %n Kovacic juga menegaskan bahwa hukum ini dapat
berfun ’%ai alat untuk mengontrol penyalahgunaan kekuatan
eko i ngan mencegah terjadinya praktek monopoli, menghukum

, Juga melindungi persaingan.3

1 Thee Kian Wie, “Kebijakan Persaingan dan Undang-undang Antimonopoli dan
Persaingan di Indonesia,” dalam buku Pembangunan, Kebebasan, dan “Mukjizat” Orde
Baru, Cet 1, Jakarta, penerbit Buku Kompas, 2004. hlm. 173.

2 Elanor M. Fox and Lawrence A. Sullivan. Case and Materials on Antitrust. St. Paul

Minn, West Publishing Company, 1989, hlm.347.

3 Ernest Gellhorn and William E. Kovacic, Antitrust Law and Economics in a Nutshell,
West Publishing Company, 1994, hlm.1
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Maria Vagliasindi dalam kajiannya menyimpulkan bahwa implementasi
efektif dari hukum persaingan usaha merupakan tugas yang sulit, serta
memerlukan tingkat pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Kondisi
struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke
liberalisasi, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia,
membuat implementasi hukum persaingan menjadi tugas yang lebih

Hambatan masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tin ol

menantang daripada implementasi hukum persaingan pada negaraqmaju.

o
dan kepemilikan pemerintah, serta hambatan administratif, uafiya
tinggi di ekonomi transisi.4# Tidak hanya itu, men Luis ¥ Tineo
implementasi hukum persaingan juga tidak akan t dari tekanan

secara politik maupun sosial.> Belum lagi perkara_p ngan usaha juga

merupakan salah satu perkara hukum yang cul penanganannya

dibandingkan perkara hukum lainnya, dimafia dari segi ekonomi
untuk beberapa perkara sangat diperluka proses pembuktiannya,

sehingga menurut John E. Kwoka, Jr. nce J. White peranan para

ahli ekonomi dalam hampir setiap4pena an perkara persaingan usaha
begitu penting.© Q
b

Bank Dunia mengakui a implementasi undang-undang
persaingan usaha di ne engah dalam proses transisi menuju ke
ekonomi pasar dan sis perdagangan dunia yang terbuka merupakan
tugas yang san&fat n harus diterapkan secara hati-hati.” Lebih
lanjut menurugy, Vaglidsindi, efektifitas implementasi dari suatu undang-
undang pessaifigdn *usaha merupakan tugas yang sangat sulit dan

at pengetahuan serta keahlian yang tinggi. Kondisi

agliasindi, “Competition Across Transition Economies: an Enterprise-level
adS1s of The Main Policy and Structural Determinants.” Working paper No.68, European
ondon, 2001. dikutip dari Ine Minara S. Ruky, “Implementasi Kebijakan Persaingan
Melalui Hukum Persaingan dan Liberalisasi Perdagangan”, Desertasi Doktor, Program
Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, hlm.6.

5 Luis Tineo, “Indonesia: Promoting Effecincy Markets Trhrough the Effective
Implementation of the New Competition Law,” (makalah disampaikan pada International
Conference Competition Policy & Economic Growth: Issues & Options, Jakarta-Surabaya,
22-23 May & 25 May 2000), hlm.5.

6 John E. Kwoka, Jr. and Lawrence J. White, The Antitrust Revolution, Harper Collins
Publishers, 1989, p.1. lihat juga Ditha Wiradiputra, “Hikmah Putusan KPPU atas Temasek,
“ Bisnis Indonesia (11 Desember 2007).

7 Ibid., hlm.7.
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struktur awal yang terjadi dalam ekonomi transisi dari proteksi ke
liberalisasi membuat implementasi undang-undang persaingan usaha
menjadi tugas yang lebih menantang daripada negara maju. Hambatan
masuk yang timbul dari konsentrasi pasar yang tinggi; kontrol dan
kepemilikan pemerintah; kekakuan dan bottleneck dalam mobilitas
sumberdaya; hambatan administratif; semuanya sangat tinggi di ekonomi
transisi. Peraturan terhadap persaingan, termasuk pemberian secaragbebas
berbagai bentuk subsidi kepada perusahaan yang merugi Xk
dilakukan.8

Kehadiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 te @ g Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( NO® Tahun 1999)

telah banyak memberikan arti bagi perubahan da

iklim berusaha
menjadi lebih sehat dibandingkan sebelum dib 4@ undang-undang
ini. UU No.5 Tahun 1999 sedikit demi sedikitf mengeémabalikan kepercayaan

pelaku usaha terhadap usaha pemerintah

ewujudkan iklim usaha

yang sehat dan kondusif, yang dap berikan jaminan adanya

kesempatan berusaha yang sama bagi s 9 pelaku usaha, tanpa melihat

besar kecilnya skala usaha mere

Namun demikian, kehadi No.5 Tahun 1999 perlu ditinjau
kembali dan disempur > na banyaknya persoalan yang dialami
dalam implementasinya. soalan yang dialami dalam implementasi UU

No.5 Tahun 199&tara ya adalah berkaitan dengan cakupan/definisi
elem

pelaku usaha gaan yang mempunyai kewenangan menjalankan

penegaka u ersaingan usaha (penyelidikan, penuntutan dan
sekali % i pengadilan) saat ini tidak jelas dalam sistem
ketatanegagadf dan sistem pendukung baik organisasi, tata kelola maupun
a manusianya.

Persoalan yang begitu komplek dalam penegakan hukum larangan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah berimplikasi pada
tidak efektifnya pelaksanaan tugas dan kewenangan yang diamanatkan oleh
undang-undang serta banyaknya putusan lembaga tidak dilaksanakan oleh
para pihak.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), meskipun dengan

8 Maria Vagliasindi, op.cit. hlm.6.
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sejumlah permasalahan di atas, masih mendapatkan tempat yang baik
dalam penegakan hukum persaingan usaha. Hal ini merupakan bukti nyata
bahwa KPPU bisa dipercaya dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Sementara di bidang ekonomi, KPPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam beberapa pengaturan sektor yang mengimplementasikan persaingan
sebagai mekanisme pengelolaannya. KPPU dalam beberapa hal telah
diminta masukan oleh Pemerintah terkait dengan persoalan yang di}?i,

sehat

terutama yang memiliki indikasi hadirnya persaingan usaha tj

dalam sektor tersebut. Di sisi lain, secara aktif KPPU juga mengé¢luarKan

beberapa saran pertimbangan yang diharapkan ma mendorong
terjadinya perbaikan kinerja sektor ekonomi. Bebe inerja sektor
ekonomi serta merta berubah ke arah yang lebih saat Pemerintah

memberlakukan prinsip-prinsip persaingan usa @ hat di dalamnya
sebagaimana yang terjadi dalam sektor telekofhunikagsigdan penerbangan.
Di samping itu, KPPU juga terliba berbagai perundingan
kerjasama perdagangan Indonesia den apa negara atau organisasi
, A alia, Selandia Baru, ASEAN,

erundingan kerap menjadi ujung

internasional seperti dengan Jep
OPEC dan sebagainya. KPPU
tombak untuk pembahasa keDbij

persaingan. Pengakuan-pengakuan
tersebut memberi keberadaan KPPU sebagai lembaga

pengawas persaingan t berkontribusi besar baik dilihat dari aspek
hukum maupul& Indonesia. Peran KPPU sebagai lembaga
pengawas per saha juga niscaya akan semakin berat dengan
makin teri ekonomi Indonesia secara regional.

% rsoalan penting yang harus disoroti adalah perubahan
strulgtur saat ini yang semula offline menjadi online atau berbentuk
ital. Platform digital bersifat dua sisi (two sided market) dan

an multi market yang struktur pasarnya berbeda dengan yang
konvensional yang mana platform digital ini bersifat tanpa batas dan dapat
diakses seluruh orang di dunia. Terdapat potensi pelanggaran persaingan
usaha mengingat maraknya platform pasar digital ataupun persaingan
usaha yang bersifat e-commerce. Pelanggaran persaingan usaha tersebut

tidak dapat disamakan dengan pelanggaran persaingan usaha yang sifatnya

konvensional. Perlu terobosan/pendekatan baru yang harus diformulasikan
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dengan tepat untuk menangkal kartel dan persekongkolan di pasar digital.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibentuk peraturan di bidang
larangan praktik larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat yang lebih komprehensif serta mampu menjawab kebutuhan
penyelenggaraan di bidang praktik anti monopoli dan larangan persaingan

kebutuhan hukum terkait keberlakuan undang-undang tentan n

usaha tidak sehat. Untuk merespon permasalahan, perkembangaﬁn
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, DPR bersa erngan
Pemerintah telah menyepakati RUU tentang Larangan P k Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat masuk dala am Legislasi

Nasional 2020 — 2024 pada nomor urut 167.

B. Identifikasi Masalah

Dalam rangka memberikan landa iah dalam menyusun Naskah
Akademik (NA) dan RUU tentang Latanga ktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, dapat dirtimuskan identifikasi permasalahan yang
meliputi:
1. Bagaimana teori da i elaksanaan larangan praktik monopoli

dan persaingan ysahafidak sehat pada saat ini?

2. Bagaimana sanaan dan pengaturan tentang larangan praktik
monopoli perSaingan usaha tidak sehat dalam Undang-Undang
Nomor unl 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan
Persai saha Tidak Sehat dengan undang undang terkait?

3. akalhy yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis,

s1 s, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Larangan

raktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan RUU tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan dan Kegunaan
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Adapun tujuan  penyusunan NA dan RUU Larangan Praktik

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

1. Merumuskan teori dan praktik pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkembang saat ini.

2. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan undang undang terkait.

3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologig, dan
yuridis dalam penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Mo li'dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lin pengdaturan,
jangkaun dan arah pengaturan dalam penyus UU tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha T Sehat.

Adapun kegunaan dari penyusunan NA d @
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Seh dalah sebagai acuan

atau referensi penyusunan dan pembahasa

ntang Larangan

ntang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 4

o

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA ini dilak elalui metode studi yuridis-normatif
(statute approach), kaji takaan/dokumentasi (conceptual and
comparative  approach) an diskusi kelompok/wawancara. Teknik
pengumpulan d a dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian

pustaka/doku tasi,ydan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan/atau
dengan keputusan politik, serta wawancara/kunjungan
lapang % ridis-normatif dilakukan melalui penelahaan produk
@ Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat
ng-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen
hukum terkait.
Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan
kebijakan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di

Indonesia, di antaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
Dan Menengah.

7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Ter, \
Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman al.

9. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Ba saha Milik
Negara.

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang M

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tent Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP); dan
13. Putusan MK Nomor 85/PUU-XIVy/201

14. Peraturan perundang-undanfan tefkait lainnya.

N

Sementara itu, kaji ustaka/dokumentasi dilakukan melalui analisis
terkait dengan kofisep-konSep dasar tentang pajak daerah dan retribusi

secara khusu elain%ifu, kajian pustaka/dokumentasi ini juga dilakukan

dengan penédgek rbandingan (comparative approach) terhadap praktik-
praktik Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat di gai negara. Untuk melengkapi studi yuridis/normatif dan

tur/dokumentasi, teknik pengumpulan data juga dilakukan
meélalui FGD dengan pakar dan wawancara/kunjungan lapangan. Selain
itu, untuk memperkuat hasil studi kajian NA ini, penyusun juga melakukan
kegiatan uji konsep dengan beberapa pemangku kepentingan (stakeholders)
seperti akademisi/pakar dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat

maupun daerah.
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KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis
1. Konsep Persaingan Usaha
Dalam dua dekade terakhir, lebih dari 100 negara di dunia yang telah

mengimplementasikan hukum persaingan usaha, sementara negara-negara
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yang lain mulai ikut untuk mengimplemantasikannya. Dapat dikatakan
bahwa persaingan usaha telah mewabah keseluruh penjuru dunia. Secara
prinsip timbulnya persaingan usaha yang sehat akan meningkatkan iklim
inovasi dan efisiensi industry. Akibat dari adanya inovasi dan efisiensi maka
baik pelaku usaha maupun masyarakat pengguna akan menikmati
keuntungan. Bagi pelaku usaha adanya inovasi akan meningkatkan

struktur biaya wusaha. Bagi masyarakat pengguna, inovy

berbagai macam produk untuk pemenuhan, efisiensi akan menurankan
akan

meningkatkan berbagai macam variasi produk untuk pémgtenufian

kebutuhan masyarakat, sementara efisien akan menurug harga pada
akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarak cfSaingan usaha
pada akhirnya akan menyebabkan perekonomia egara semakin
berkembang sebagai akibat dari tumbuhnya i an peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Sejatinya kebijakan persaingan usaha iki 2 arti, yakni arti luas

dan sempit.? Dalam arti luas, kebi saingan usaha mengatur
jumlah /variasi pelaku usaha, sebagai c kebijakan deregulasi sektor
perdagangan, investasi, perban , p€herbangan, telekomunikasi, dan lain-

lain. Sementara dalam arti_semfit ijakan persaingan usaha mengatur
perilaku pelaku usaha, i pembentukan Undang-Undang Nomor
&
be

5 Tahun 1999 tentang
Tidak Sehat ukan lembaga pengawas persaingan usaha,
dalam hal ini isi gawas Persaingan Usaha (KPPU). Sejatinya kedua

arti dari k peérsaingan ini bersifat komplementer (pelengkap) antara
satu s ukan substitusi. Untuk itu, agar tercipta suatu iklim
% ondusif, maka keduanya harus ada dan seiring/sejalan.

adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk

gan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

capai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar,
peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan.l9 Sedangkan dalam
kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari 2 pihak/lebih

perusahaan yang masing-masing bergiat “memperoleh pesanan” dengan

9 Zakir Machmud, Kebijakan Persaingan Usaha dan Iklim Ekonomi yang Kondusif”,
disampaikan dalam FGD penyusunan Proposal Penelitian Kebijakan Persaingan Usaha
Dalam Menunjang Iklim Ekonomi yang Kondusif, Sekretariat Jenderal DPR RI.

10 Mudrajad Kuncoro,Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif,Jakarta: Erlangga,
2005, him. 8
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menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini
dapat terdiri dari beberapa bentuk pemotongan harga, iklan/promosi,
variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar.!! Pasar yang
efisien dan adil sangat penting untuk mempercepat pembangunan sektor
swasta dan pertumbuhan ekonomi.l?2 Salah satu esensi penting bagi
terselenggaranya pasar bebas tersebut adalah persaingan para pelaku pasar

dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini persaingan ﬁ}qa
n

merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipak di
perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan p an
jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya bil dua pelaku
usaha atau lebih yang menawarkan produk dan kepada para

pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut_h onsumen, para

pelaku usaha berusaha menawarkan produk da

% g menarik, baik
dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Komibina ‘

tiga faktor tersebut

untuk memenangkan persaingan mereb i_para konsumen dapat
diperoleh melalui inovasi, penera ologi yang tepat, serta
kemampuan manajerial untuk gar n sumber daya perusahaan

dalam memenangkan persaingari§}s

2. KebijakannPolitik\Persaingan Usaha
Dasarglkebijik@lar?” politik perekonomian nasinal dan hukum ekonomi

Indonesia engacu pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya

%

g8nhomi dalam wujud ekonomi kerakyatan. Pada Pasal 33 ayat (1) Undang-

a undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa

an nasional harus dibangun atas dasar falsafat demokrasi

Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam

11 B.N Maribun, Kamus Manajemen (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 276

12 Nick Godfrey, Why Is Competition Important For Growth And Poverty Reduction?, Global
Forum VII on International Investment 27-28 Mach 2008, hlm. 3

13 Andi Fahmi Lubis et. al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, (Jakarta:
Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Oktober 2009), hal 2.

10
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penjelasan Pasal 33 menyatakan antara lain bahwa “dalam Pasal 33
tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua,
untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota
masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan
kemakmuran orang perseorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

seringkali ditafsirkan sebagai anti-persaingan. Namun demikian, g

terkandung dalam Pasal 33 tersebut adalah perekonomian onesia

Asas kekeluargaan yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 33 teﬁt,
i

berorientasi kepada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut 4

penuangan yuridis konstitusional dari amanat yan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewu an kesejahteraan

social bagi seluruh rakyat Indonesia. !4
Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi berdagarkan casila dan Undang-

Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar onomi nasional adalah

sebagai berikut:15

a. Perkonomian disusun sebagai us ersama berdasar atas asas
kekeluargaan;

b. Cabang-cabang produksi enting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang ikuasai oleh negara;

c. Bumi, air, dan ke an alam yang terkandung didalamnya sebagai

pokok-pokokfkemakmtiran rakyat dikuasai oleh negara;
d. Sumber gkekayagn dan keuangan negara digunakan dengan
per k mbaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap
b ahaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
. % mian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang
a

aerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan

@]

mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal
dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

assional;

14 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Viel): Kapita
Selekta Hukum Perusahaan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000. Hal. 113
15 Ketetapan MPR Nomor II/MPR/ 1998 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

11
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f.  Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang
dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan;

g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat;

h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara
diperkembangkan sepenuhnyadalam batas-batas yang Kdak

merugikan kepentingan umum.

Bila merujuk pada persaingan usaha, tentunya kita

dapat lepas
pada struktur, periaku dan kinerja, dan kaitannya kondisi pasar

dan kebijakan pemerintah. Struktur pasar dibentuk d ndisi dasar yang

terdapat dalam suatu pasar. Kondisi dasar me %
dapat membentuk struktur persaingan dalamd induStsi:

ktor-faktor yang
Kondisi ini terdiri
dari dua bagian, yaitu kondisi dasar an dan kondisi dasar
penawaran. Kondisi dasar akan n terbentuknya struktur

persaingan dalam suatu industsy yan anjutnya akan menentukan

bagaimana perilaku dan kinerjd§pro en dalam suatu industri. Perilaku
suatu perusahaan tergantung p uktur pasar yang relevan. Struktur
bisa dilihat dari juml skala penjual dan pembeli, tingkat

diferensiasi produk, ada%ifaknya hambatan masuk pasar, struktur biaya,

integrasi vertial horizomntal, serikat kerja dan tingkat konglomerasinya.
Perilaku ini tinyaf3ynempengaruhi kinerja perusahaan dan industri.
Struktur c atu industri akan menentukan bagaimana perilaku
para pela tri (conduct) yang pada akhirnya menentukan kinerja

(perfermangefSuatu industry atau kegiatan produksi
ilmu teori ekonomi mikro dijelaskan berbagai bentuk pasar
pet€aingan yang dihadapi oleh pelaku usaha, yaitu:16
1. " Pasar Persaingan Sempurna
Pada pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak

dan kemampuan setiap perusahaan sedemikian kecilnya sehingga tidak

16 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro: Suatu
Pengantar, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006. Hal.
166 — 221.

12
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mampu mempengaruhi pasar. Adapun karakteristik suatu pasar dikatakan
mengalami pasar persaingan sempurna adalah:
a. Semua perusahaan memproduksi barang yang homogen
(homogeneous product)
b. Produsen dan konsumen memiliki pengetahuan/informasi sempurna
(perfect knowledge)
c. Output sebuah perusahaan relative kecil dibandingkan outputgpasar
(small relatively output) \
d. Perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar (price takér
e. Semua perusahaan bebas masuk dan keluar pas e en and
extt).
2. Pasar Monopoli

Suatu industri dikatakan berstruktur mon@®

produsen atau penjual (single firm) tanpa fesain
langsung, baik nyata maupun potensial. yang dihasilkan tidak

mempunyai substitusi (closed substitut

3. Pasar Persaingan Monopolistik
Struktur pasar persainga politik hampir sama dengan pasar
persaingan sempurna, dapat banyak perusahaan yang bebas
keluar masuk, namun uk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan

terdifferensiasi (differentiatéd product). Meskipun demikian perbedaan
barang antara gatu produk dengan produk lain tidak terlalu besar.
4, P S%Eoli
Strukttf pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya sedikit
. Setiap perusahaan memiliki kekuatan besar untuk

meéfnpengaruhi harga pasar. Produk dapat homogeny atau terdifferensiasi.
Selanjutnya perilaku setiap perusahaan akan mempengaruhi perilaku

perusahaan lainnya dalam industri.

2.1 Per Se Illegal dan Rule Of Reason

Pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan

untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar

13
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undang-undang persaingan usaha. Pendekatan rule of reason adalah suatu
pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk
membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha
tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut
bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, pendekatan
per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha
tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampalg yang
ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegi ‘xg
dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi etapan

@ uran @ harga

harga secara kolusif atas produk tertentu, serta p

penjualan kembali.l”

2.1.1 Per Se Illegal

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalar kukan pendekatan
per se illegal, yakni pertama, harus ditujukan lebih k8fada “perilaku bisnis”
dari pada situasi pasar, karena keput an hukum dijatuhkan
tanpa disertai pemeriksaan lebih lanj alnya, mengenai akibat dan

hal-hal yang melingkupinya. Meto ndeKatan seperti ini dianggap fair,

e
jika perbuatan ilegal terse mefupakan “tindakan sengaja” oleh
perusahaan, yang sehams@a dihindari. Kedua, adanya identifikasi
secara cepat atau mu ai jenis praktik atau batasan perilaku
yang terlarang. Dengan p&tkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku

usaha, baik di $a%ar maupun dalam proses pengadilan harus dapat

ditentukan de m®dah. Meskipun demikian, diakui bahwa terdapat
perilaku y; tefletak dalam batas-batas yang tidak jelas antara perilaku

terlara perilaku yang sah.!8
2.1.28ule @f Reason

Berbeda halnya dengan per se illegal, penggunaan pendekatan rule of
rea mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap
peraturan persaingan usaha. Keunggulan rule of reason adalah

menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui

dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi

17Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
hal. 66

18 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPUU,
Hal 70
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kepada persaingan. Dengan perkataan lain, apakah suatu tindakan
dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan, ditentukan
oleh: “..economic values, that is, with the maximization of consumer want
satisfaction through the most efficient allocation and use resources...”.
Sebaliknya, jika menerapkan per se illegal, maka tindakan pelaku usaha

tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang.

reason yang digunakan oleh para hakim dan juri

pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah da mi yang
kompleks,
di mana mereka belum tentu memiliki kemam ng cukup untuk
memahaminya, guna dapat menghasilkan keputus g rasional.19
2.2 Kartel

Praktik kartel merupakan salah strategi yang diterapkan di

antara pelaku usaha untuk dapat mpefigaruhi harga dengan mengatur
jumlah produksi mereka, bifgafya praktik kartel dapat tumbuh dan
berkembang pada pasar yang befrgtruktur oligopoli, di mana lebih mudah
untuk bersatu dan me ai agian besar pangsa pasar. Pelaku usaha
mencoba membenfuk atu kerjasama horizontal (pools) untuk

menentukan hafgadan jumlah produksi barang atau jasa. Namun

pembentukan j& _sama ini tidak selalu berhasil, karena para anggota
sering k r@saha berbuat curang untuk keuntungannya masing-
masing.

mumnya terdapat beberapa karakteristik dari kartel. Pertama,
teddapat konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan
penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka
dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat,

adanya perbedaan kepentingan di antara pelaku usaha misalnya karena

19 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
Hal 75-76

20 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
Hal 109
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perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi antar anggota
kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar

kepada mereka yang lebih kecil.
2.2.1 Program Leniency

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang sangat sulit

dibuktikan, karena kebanyakan kartel dibuat secara sangat tertutuiu
b

rahasia, padahal perjanjian Kartel sangat jelas d r
dampak negatifnya terhadap ekonomi suatu negara. Oleh karena“fti, gtina
memberantas kartel dan/atau mencegah dibuatnya kart gara-hegara
lain, seperti AS dan negara-negara di Uni Eropa memp kan apa yang

disebut program leniency (leniency program). Bebe penelitian telah

menyimpulkan bahwa program leniency telah @ ektif membantu
memberantas, mencegah atau menghalafigi pé&guatan kartel dan

keberlangsungan kartel.

Leniency berarti kemurahan hat1 ohggaran, atau pengampunan.

Inti dari program leniency ini adalallZypemetintah memberikan kemurahan,
kelonggaran, atau pengampu immunity) kepada pelaku usaha yang
mengungkapkan atau memWerikam informasi tentang adanya kartel yang
telah dibuat bersama a pelaku usaha yang lain. Pelaku usaha
yang menjadi whisti@-blo ini akan dibebaskan dari denda atau dikurangi

dendanya  tergdnt@ng sejauh  mana  pelaku  usaha  tersebut

membantu le engawas persaingan dalam mengungkap kartel yang
bersangk\%
e enggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan)

Merger?2  adalah  bentuk  penggabungan  perusahaan atau
bergabungnya dua atau lebih pelaku usaha yang independen334 atau
berintegrasinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pelaku usaha secara

menyeluruh dan permanen. Secara peraturan perundang-undangan,

21 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
Hal 113

22 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
Hal 267
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merger, akusisi, dan konsolidasi atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia menjadi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan

memiliki perbedaan definisi.

Definisi penggabungan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas disebutkan sebagai perbuatan hukum yang
dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri

dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktivaydan

pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih kare§
kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selamjutnyaystatus

@

badan hukum perseroan yang menggabungkan diri

hukum.

Sedangkan peleburan dalam Pasal 1 an No. 40 Tahun
2007, dinyatakan sebagai perbuatan hukufh ya ilakukan oleh dua

Perseroan atau lebih untuk meleburkan diti n cara mendirikan satu

perseroan baru yang karena hukum @ eh aktiva dan pasiva dari
perseroan yang meleburkan diri dag sta Q

meleburkan diri berakhir karen&huk®@im. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No.

badan hukum perseroan yang

40 Tahun 2007 disebutk pengambilalihan adalah perbuatan
hukum yang dilakukan hukum atau orang perseorangan untuk
mengambil alih saha Perseroan yang mengakibatkan beralihnya

pengendalian ata rseroar? tersebut.

Kebijaka er adalah bagian dari kebjiakan persaingan, yang juga
merupaka% kebijakan publik yang cukup luas, yang mempengaruhi

bisnis latagl usaha), pasar, dan ekonomi. Mengapa kebijakan merger
di an? Ada dua alasan.

. Merger mengurangi persaingan yang ada antara pihak-pihak yang
melakukan merger dan mengurangi jumlah pesaing di dalam pasar,
di mana pengurangan jumlah perusahaan pesaing ini memiliki efek
substansial pada keseluruhan persaingan di pasar. Orientasi pasar
akan tujuan konsumen dan e siensi akan berkurang, bahkan pada

kondisi di mana tidak terdapat hukum persaingan.
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2. Penegakan ketentuan larangan dalam hukum persaingan belumlah
sempurna. Mendeteksi dan membuktikan pelan aran terhadap
ketentuan larangan sulit dilakukan. Kebutuhan akan aturan hukum
berkurang dengan memperoleh kondisi persaingan sehin a insentif
dan kesempatan untuk berkolusi, penyalahgunaan posisi dominan,
dan pelan aran hukum lainnya dapat dicegah sejak dini, atau

setidaknya mampu menekan efek negatif dari merger. \
Bentuk-bentuk Merger
Merger secara umum dapat terjadi dalam 3 (tiga) macamgbendtuk yditu23:

1. Merger Horizontal

Merger horizontal terjadi apabila dua per @ ng memiliki lini
usaha yang sama bergabung atau apdbila pegffsahaan-perusahaan
yang bersaing di industri yang sama an merger. Dengan kata

lain, merger horizontal adalah me pesaing.

o

2. Merger Vertikal

Merger vertikal melibatka tahapan operasional produksi yang
berbeda yang sali it Jatu sama lainnya, mulai dari hulu hin a
ke hilir. Merger ikal adalah merger antara dua atau lebih
perusahaa ng tidak saling bersaing, namun berada dalam rantai
pasok | ly chain) yang sama. Merger vertikal dapat juga
berbeatu is, yakni upstream vertical merger dan downstream
v er.

erg@r Konglomerat

Merger konglomerat terjadi apabila 2 (dua) perusahaan yang tidak
memiliki lini usaha yang sama bergabung. Dengan kata lain, merger
konglomerat terjadi antara perusahaan-perusahaan yang tidak

bersaing dan tidak memiliki hubungan penjual-pembeli.

23 Andi Fahmi Lubis et. al, “Hukum Persaingan Usaha” Buku Teks, Jakarta: KPPU,
hal 268
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Selama hampir 30 tahun lebih Indonesia membangun ekonominya
tanpa disertai lingkungan yang kompetitif. Namun, ketika memasuki era
reformasi Indonesia dipaksa untuk menghadapi tuntutan perdagangan
bebas yang mensyaratkan beberapa regulasi dalam bidang ekonomi. Salah
satunya tuntutan hadirnya undang-undang yang mengatur tentang
persaingan usaha di Indonesia yang dapat menunjang pembangunan
ekonomi nasional dan turut berperan serta dalam perdagangan globa

Aspek ini merupakan hal paling penting bagi negara y xh

mengalami transisi ekonomi seperti halnya dengan Indone itu

mendorong mobilitas sosial. Pesona mekanisme bisa jadi

menghancurkan lapangan pekerjaan, namun di sisi lai kanisme pasar

menciptakan lapangan pekerjaan. Setiap negara diha n untuk memilih
eka baik dalam

negara akan lebih

mengenai jenis bisnis apa yang akan mengunt @
perdagangan domestik maupun internasiondl. Sua

mudah turut serta dalam persaingan inter apabila negara tersebut
memiliki kebijakan persaingan usaha p baik, termasuk undang-
undang persaingan usaha yang efektif badan pengawas persaingan

yang cukup kualitatif.24

Bagi negara yang tenga galami transisi ekonomi konsep
persaingan lokal memi asi sosial dan hukum yang cukup
signifikan. Pemerintah dapat berharap bahwa pasar bebas dapat

meningkatkan la an peRerjaan, meningkatkan kesehatan serta standar
hidup masya t ta

r.
Membuka a stik bagi para investor asing oleh karena upah buruh
yang r % klah cukup, oleh karena itu pemerintah wajib untuk
men@ ersaingan domestik yang dinamis. Pemerintah wajib

ehi fasilitas pada perusahaan-perusahaan baru untuk
m

hadapi dominasi perusahaan yang memang telah ada sebelumnya.

a menghilangkan halangan dalam perdagangan.

Dalam keadaan tersebut biasanya akan muncul pemain baru yang

kemudian diikuti dengan lapangan pekerjaan baru pula.2>

24 Michael Porter dalam bukunya yang berjudul The Competitive Advantage of
Nations, Dalam Kenneth M. Davidson, “Creating Effective Competition Institutions: Ideas
for Transitional Economies”, Asian-Pacific Law and Policy Journal, Vol. 6, 2005, hal. 3.

25 ibid
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Namun demikian bila melihat secara konsep persaingan usaha yang
dalam hal ini diasumsikan bahwa seluruh kegiatan dapat didefinisikan
sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan
pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi
keadaan di pasar. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa
persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis-jenis
pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari qpasar
persaingan sempurna. Namun demikian persaingan usaha juga &ai
beberapa kelemahan. Disamping memiliki kebaikan-kebaik pasar
persaingan sempurna juga memiliki lemahan antara lain:26
1. Persaingan sempurna tidak mendorong inovasi

Dalam pasar persaingan sempurna teknologi d dicontoh dengan

me i

dan teknik memproduksi yang baru t. Oleh sebab itulah

mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatny rusahaan tidak

dapat meemperoleh keuntungan yang kekal déri bangkan teknologi

keuntungan dalam jangka panjang h rupa keuntungan normal,

karena walaupun pada mulanyaqsuat rusahaan dapat menaikkan

efisiensi dan menurunkan biayafperuSahaan-perusahaan lain dalam waktu

singkat juga dapat berbuat demikiah. Ketidakkekalan keuntungan dari
mengembangkan teknol ebabkan perusahaan-perusahaan tidak

terdorong untuk melaku perkembangan teknologi dan inovasi.
Disamping h alasan yang disebutkan diatas, segolongan ahli
ekonomi juga gherpen@lapat kemajuan teknologi adalah terbatas dipasar

persainga % karena perusahaan-perusahan yang kecil ukurannya
tidak a untuk membuat penyelidikan untuk mengembangkan
teknelogi ebih baik. Penyelidikan seperti itu sering kali sangat mahal

i n tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya.
Persaingan sempurna adakalanya menimbulkan biaya sosial

Didalam menilai efisiensi perusahaan yang diperhatikan adalah cara
perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut
pandangnan perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan
tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, adakalanya merugikan.

3. Membatasi pilihan konsumen

26 Sadono Sukirno, Mikro Ekonomi: Teori Pengantar, Ed. 1II, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, h.231-233
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Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahan adalah 100
persen sama, konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk
menentukan barang yang akan dikonsumsinya.
4. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi

Didalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan

sempurna adalah paling minimum,tersirat (yang tidak
dinyatakan)pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini
tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pas i a

mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menik 1 sKala
ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi.
S. Distribusi pendapatan tidak selalu rata

Suatu corak distribusi pendapatan tertentu men lkan suatu pola

permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola p tersebut akan
menentukan bentuk pengalokasian sumbélr-sum daya. Ini berarti

distribusi pendapatan menentukan bagai ntuk dari penggunaan

sumber-sumber daya yang efisien.
merata maka penggunaan sumber<4gumbe
efisien) akan lebih banyak digun&kan @ntuk kepentingan golongan kaya.
Selain itu dalam impleme ersaingan usaha yang sehat dalam
realisasinya tentunya j tung pada kebijakan baik pemerintah
pusat dan daerah. Selaifygtu dalam era seperti sekarang ini daerah pun

sangat berpengaryfyterhadap kondisi persaingan usaha pada tingkat lokal

dengan berbagai regulasi. Selain itu berbagai tantang juga sangat

mempeng 1 gkat persaingan usaha baik antar daerah dan dalam
suatu ar ehtu dimana ketimpangan sumber daya antar daerah.
Sehingga erbagai kebijakan yang mengintervensi dengan tujuan agar

in usaha lebih kompetitif, namun mendapat respon yang negatif

d pelaku usaha maupun konsumen.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan
Norma

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang

abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan
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pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit,
melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau
merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di
belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit

tersebut.
Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antar \

ari

ri
gap)berasal dari

aturan-aturan yang lebih umum. Asas huk merupakan

b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tida ch ‘dianggap sebagai

norma-norma hukum yang konkrit, akan i dipandang sebagai

Pembentukan hukum praktis perlu ouicAtasi pada asas-asas hukum
tersebut. Dengan kata lain, 4@sas

petunjuk arah dalam pemberffukarjhukum positif.

c. The Liang Gie: asas adalah dalil umum yang dinyatakan dalam
istilah umum tan rankan cara-cara khusus mengenai
pelaksanaannya, ya iterapkan pada serangkaian perbuatan untuk
menjadi petunjfik yang tépat bagi perbuatan itu.

d. Paul Scholten: asasyhukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang
disyar n andangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan
sifatss m dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan

ng itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.
elainfitu, asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik

(beginselen van behoorlijke regelgeving) terbagi atas asas-asas yang formal

dan yang material.?8 Asas-asas yang formal meliputi:

27 Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum; Suatu
Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

28 1.C. van der Vlies, Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving, ’s-
Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, Peranan
Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, hal.
330, dalam Maria Farida Indrati, S., Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi
Muatan, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.
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asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling);
asas organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste orgaan);
asas perlunya pengaturan (het noodzakelijkheids beginsel);
asas dapatnya dilaksanakan (het beginsel van uitvoerbaarheid);
asas konsensus (het beginsel van consensus).
Asas-asas yang material meliputi:

asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
asas tentang dapat dikenali; \

asas perlakuan yang sama dalam hukum;

asas kepastian hukum;
asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individua

Di dalam pembentukan peraturan perundang- gan di Indonesia

yang patut, adalah sebagai berikut:2°

a.

it

cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah casila yang berlaku
sebagai “bintang pemandu’;

asas negara berdasar atas hukum «@; empatkan undang-undang
’-‘ dalam keutamaan hukum,

dan asas pemerintahan berdasar Sistem konstitusi yang menempatkan

sebagai alat pengaturan yang khas D

undang-undang sebagaj da batas penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan Pemerintah

Asas-asas lainnya, asas-asas negara berdasar atas hukum yang
menempatka dang-tindang sebagai alat pengaturan yang khas
berada dal keu aan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar
sistem stitfisiyang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan

bat ggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

sas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut

eliputi juga:30

a. asas tujuan yang jelas;

. asas perlunya pengaturan;

asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

d. asas dapatnya dilaksanakan;

29 Ibid, hlm. 254-256.
30 Ibid.
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e. asas dapatnya dikenali;
f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
g. asas kepastian hukum;

h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.
Apabila mengikuti pembagian mengenai adanya asas yang formal dan

asas yang material, maka untuk membagi asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang patut tersebut adala &;u
berikut:
a. Asas-asas formal, dengan perincian:

1. asas tujuan yang jelas;
asas perlunya pengaturan;
asas organ/ lembaga yang tepat;

asas materi muatan yang tepat;

a ke

asas dapatnya dilaksanakan; dan
6. asas dapatnya dikenali;
b. Asas-asas material, dengan peringian:
1. asas sesuai dengan cita kum) indonesia dan norma fundamental
negara;
2. asas sesuai denga sar negara,;

3. asas sesuai deng prinsip-prinsip negara berdasar atas Hukum;

4. asas sesmai denigan prinsip-prinsip Pemerintahan berdasar sistem

g% bentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
entukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan

Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-
undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
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kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

o o

dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.  kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan
2. Pasal 6 yang menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-

undangan mengandung asas, sebagai berikut:
a. pengayoman,; \

b. kemanusiaan;

c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;

e. kenusantaraan; Q

f.  bhinneka tunggal ika;

g. keadilan;

h. kesamaan kedudukan dalam huku merintahan;

[y

ketertiban dan kepastian huk tau

j-  keseimbangan,; keserasian,:an k rasan.
Selain asas-asas tersebut, sarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 % 11 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, turan perundang-undangan tertentu dapat

berisi asas lain uai ngan bidang hukum peraturan perundang-

undangan yangspersangkutan.

2. As léenggaraan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
% ak Sehat

Asas penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat memiliki makna penting sebagai dasar filosofis
penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Selain itu asas tersebut merupakan dasar terbentuknya berbagai
peraturan hukum mengenai penyelenggaraan larangan praktik monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan penjelasan di atas maka

yang menjadi asas dalam penyelenggaraan larangan praktik monopoli dan
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persaingan usaha tidak sehat adalah asas demokrasi ekonomi dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku Usaha dan
kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi
merujuk kepada pengaturan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, antara lain:
a. Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan ¢harus
ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan uatan

ekonomi pada seorang, sekelompok orang atau perusahaan g tidak
sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.s3!

b. Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, %cu dalam
mengembangkan usaha serta segala kepentinga onominya, agar
dapat mandiri terutama dalam pemanfaata e daya alam dan
akses kepada sumber dana.32

c. Usaha kecil, menengah dan koperasi i pilar utama ekonomi

nasional harus memperoleh an utama, dukungan,

as-luasnya sebagai wujud
keperpihakan yang tegas ke a kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa
mengabaikan peranan usaha an Badan Usaha Milik Negara.33

d. Usaha besar dan B Milik Negara mempunyai hak untuk
berusaha dan menge sumber daya alam dengan cara yang sehat dan
bermitra deng engusaha kecil, menengah dan koperasi.34

C. Kajia ap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta

yang Dihadapi Masyarakat
embuatan kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong
a yang sehat,35 efisien, dan kompetitif sehingga tercipta

kesSempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di

31 Pasal 3 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

32 Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

33 Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

34 Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/ 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

S5Lihat Sjahrir, Meramal Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian (Jakarta;
Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal.256.
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dalam proses produksi, pemasaran barang dan jasa.3® Namun yang terjadi
adalah pemerintah malah mendorong terjadinya iklim usaha yang tidak
sehat, tidak efisien dan tidak kompetitif melalui pembuatan kebijakan yang
hanya menguntungkan orang dan kelompok tertentu saja, yang
mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.

Beberapa fakta menunjukan pemerintah memainkan peran ukup
dominan dalam tindakan yang mendorong praktek mon \

persaingan usaha tidak sehat seperti:

1 Penunjukan perusahaan swasta sebagai produsen da
untuk mengolah biji gandum menjadi tepung teri mengijinkan
perusahaan tersebut untuk masuk pada indu

penunjukan PT Bogasari oleh BULOG.

hilir, contohnya

2 Pemerintah tampaknya tidak hanya mengijinka pi juga mendorong
berkembangnya asosiasi-asosiasi produ berfungsi sebagai kartel
diam-diam yang mampu mendiktek arang dan jumlah pasokan

barang di pasar, contohnya adalah ANDA (Organisasi Angkutan
Darat),37 Asosiasi Produsen%,38 Apkindo (Asosiasi Panel Kayu
Indonesia), APKI (Asosiasi Pu ertas Indonesia).3°

3 Pemerintah dengan jad telah membiarkan satu perusahaan
menguasai pangsa r di atas 50% atas suatu produk, contonya

adalah PT 1 od yahg mengusasi pangsa pasar mie instan di
0%.40

etetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
1998 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Bagian Kebijaksanaan
a Tahun Ketujuh, Bidang Ekonomi Perihal Perdagangan.
usiness News, “KPPU Tanyakan Kenaikan Tarif Taksi, Indikasikan Ada
ORGANDA,” (22 Januari 2001). Lihat juga Partnership for Business
etition bekerjasama dengan Georgetown University Law Centre, serta Pusat Studi
H m dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), “Reaksi Pelaku Usaha Atas Berlakunya
UNDANG-UNDANG No 5/1999 dan Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha:
Ringkasan Pokok Laporan Penelitian,”( Makalah disampaikan pada Seminar Sehari
Partnership for Business Competition, Jakarta, Juli, 2000), hal. 37.

38 Sjahrir, Spektrum Ekonomi Politik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI,
1994).hal.302-306.

39 Lihat Robintan Sulaiman, Persaingan Curang Dalam Perdagangan Global
(TinjauanYuridis) (Jakarta: Pusat studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita
Harapan, 2000), hal.41.

40 Partnership for Business Competition, “Persaingan Usaha: Potret Beberapa Pasar di
Indonesia,” (Laporan penelitian disampaikan pada seminar sehari Partnership for
Business Competition, Jakarta, Juli, 2000), hal.18-19. Lihat Bisnis Indonesia, “ 8
Perusahaan diduga lakukan monopoli,” (20 Desember 2000).
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4 Pemerintah telah dengan sengaja membuat entry barrier bagi pemain

baru di bidang industri tertentu, contohnya adalah kebijakan mobil
nasional.4!

S5 Pemerintah memberikan perlindungan kepada industri hulu yang

memproduksi barang tertentu dengan cara menaikan bea masuk barang

yang sama yang diimpor dari luar negeri, contohnya adalah prokteksi

terhadap PT Chandra Asri.42 \

Kondisi di atas, terjadi karena orientasi pembangunan onomi
Indonesia yang lebih memprioritaskan kepada pertu n eKonomi
sehingga menyebabkan seluruh kebijakan ekonomi ya i t diupayakan

untuk mendukung semua aktivitas yang diharapkan memacu tingkat

pertumbuhan tersebut. Pada akhirnya, pendel efsebut menuntut

pemerintah untuk menata kembali kegiatan usaha d il donesia yang keliru

dimasa lalu agar dunia usaha dapat tumb erkembang secara sehat
dan benar demi terciptanya iklim usaha yang sehat, serta
terhindarnya pemusatan kekuatan €kono da perorangan dan kelompok

tertentu, antara lain dalam benttk praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat yang merugikan ma t dan bertentangan dengan cita-cita
keadilan sosial.

Sejak diberlakukan UU No. 5 Tahun 1999 tatanan perekonomian

Indonesia secaragRenstitusional telah memulai pergeseran dari ekonomi

yang sarat de campur tangan negara menuju demokrasi ekonomi yang
menghendaki a kesempatan yang sama bagi setiap warga negara
untuk be ipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang
dan satau ehingga mendorong ekonomi pasar yang wajar.

1 ping itu, UU No. 5 Tahun 1999 ini juga menegaskan bahwa
] satu tujuan dari pemberlakuan ini adalah untuk menjamin kepastian

kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha

41 Yose Rizal dan Pande Radja Silalahi, “Industri Mobil Indonesia: Suatu Tinjauan”
dalam Transformasi Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas, cet.1. Marie
Pangestu, Raymon Atje dan Julius Mulyadi, ed., (Jakarta: Centre for Strategic and
International Studies, 1996), hal.200-203.

42 Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan
Undang-undangAntimonopoli: Undang-undanglarangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Jakarta : Elex Media komputindo, 1999), hal.19-20
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menengah dan pelaku usaha kecil melalui suatu pengaturan persaingan
yang sehat guna tercapainya efisiensi ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, UU No. 5 Tahun 1999 adalah payung dari kebijakan
persaingan (competition policy) dalam perekonomian nasional dalam rangka
mewujudkan amanat pasal 33 UUD 1945.

Secara ekonomi penerapan kebijakan persaingan selain mendorong
bekerjanya ekonomi pasar yang wajar juga dapat mendorong pertumiuhan
ekonomi ini karena dapat mengurangi hambatan dalam m\n
hambatan untuk masuk pasar. Hambatan-hambatan ini yang megigurangi
persaingan sehingga menyebabkan inefisiensi dala rekoriomian
nasional. Dengan dihapuskannya hambatan-hamba sebut pelaku

usaha baru dapat masuk ke pasar dan berdampa ada peningkatan

efisiensi pasar dan inovasi serta keragaman Indikator dari

efektifitas penerapan kebijakan ini dapat dilihat d” harga barang yang
relatif lebih murah dan tersedianya diversi roduk/alternatif untuk

produk sejenis.

Untuk mengawasi pelaksanaamUU Tahun 1999 dibentuk Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (K ). Dalam rangka pengawasan ini, UU No.
5 Tahun 1999 memberikan tugas penegakan hukum berupa
kewenangan penangana ray pemeriksaan dan putusan bagi pelaku
usaha yang terbukti anggar, dan tugas mendorong pengaturan

persaingan mel penyampaian saran dan pertimbangan kebijakan
Pemerintah. Apabila penegakan hukum dalam bentuk

persaingan ke a

putusan %a ikat dan paksa maka saran dan pertimbangan,
berdas ang-undang, bersifat persuasi yang pelaksanaannya
auan Pemerintah untuk melaksanakannya.

rakteknya KPPU pada awal terbentuk, KPPU melakukan

terg

petbandingan dalam menjalankan hukum persaingan usaha dengan negara
lain. Salah satu negara tersebut adalah Jepang melalui Japan Fair Trade
Commission (JFTC). Monopoli yang dilarang oleh komisi pengawas
persaingan usaha di Jepang ialah monopoli yang dilakukan oleh pihak
swasta (private monopolization), praktik bisnis yang tidak sehat (unfair
bussines practice), dan hambatan tidak wajar pada perdagangan

(unreasonable restraint of trade). Hal lain juga yang diatur ialah tentang
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merger dan akuisisi dan larangan kepada perusahaan induk (holding
company) yang berakibat kepada adanya pemusatan kekuatan pasar
(concentration of market power), kegiatan oleh asosiasi yang menghambat
suatu persaingan, kartel, pengaturan exclusive dealing, resale price
maintenance, penyalahgunaan posisi dominan, dan perjanjian yang
dilakukan dengan pihak asing.43

Sedangkan di Indonesia pada prinsipnya KPPU merupakan leﬁa
e g

@
@ baga hegara

yang membantu

negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai

yang dibentuk di luar konstitusi dan merupakan lemb

pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (ekse , legislatif, dan

yudikatif) yang sering juga disebut dengan le mdependen semu

negara (quasi).

Jadi secara state auxiliary organ dapat persamaan dan
perbedaan antara KPPU Indonesia dan ana persamaannya kedua
komisi tersebut sama-sama dibeatuk asarkan ketentuan undang-

undang. Namun demikian ked komaisi ini memiliki perbedaan dimana
JFTC merupakan komisi nggarai enden yang berdasarkan konstitusi
(constitutional import edangkan KPPU merupakan lembaga
independen lain yang di uk berdasarkan undang-undang.#4
Pada prinsip KPPU%dan JFTC memiliki tujuan yang sama dalam
mengawasi p perSaingan agar selalu tercipta persaingan yang sehat
namun T state auxiliary organ terdapat perbedaan status
kelemb menjadikan prinsip peranan masing-masing komisi
terseput erbeda, dimana JFTC yang dibuat secara konstitusional
ya sebagai lembaga dengan tujuan pencegahan kerugian dari
a dan hal ini tidak terjadi pada KPPU Indonesia karena lembaga
independennya dibentuk namun hanya sebagai pelengkap dari

pembentukan undang-undang.

43 Yudha D. Prayoga, et. Al, 1999, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya,
Proyek ELIPS, Jakarta, h. 160

44 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi, Konpress 2006, hal. 24.
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Berpijak pada kebijakan perencanaan anggaran dan komitmen
mengakomodasi saran secara sektoral nampak bahwa pemerintah telah
berupaya secara baik untuk mendukung implementasi kebijakan
persaingan ini. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa UU No. 5 Tahun
1999 dan KPPU dipandang memiliki peran penting dalam peningkatan
kesejahteraan konsumen (dalam bentuk peningkatan lapangan kerja dan
surplus konsumen), menekan harga, dan meningkatkan pertumfuhan
ekonomi yang keberadaannya merupakan mandat yang waji “—xﬂ

dalam rangka mengawal implementasi demokrasi ekonomi sebggainidna

diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Bermodal dukungan tersebut, KPPU berupaya s timal untuk
menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. KPP h mengeluarkan
260 putusan. Putusan mengenai perkara TEMAS tél Minyak Goreng,
Kartel Fuel Surcharge, Kartel Farmasi dan jug@ Kart S adalah beberapa

contoh kerja konkrit KPPU selaku penega persaingan. KPPU juga

telah menyampaikan 92 saran perti @-
periode 2000-2011. Dampaknya agalah erapa sektor tertentu seperti

telekomunikasi dan transporta8i udara telah menunjukkan perubahan

epada pemerintah selama

positif.

Beberapa capaian il kerja KPPU yang dapat dicatat antara lain
dapat terlihat dari da (outcome) yang dirasakan konsumen salah
satunya di sektor, erbangan(transportasi udara) dan telekomunikasi. Di

sektor transp si udara, saran KPPU dan tanggapan positif Pemerintah
yang menghi ary kewenangan asosiasi dalam penetapan referensi tarif

angkut juga membawa perubahan positif bagi pasar. Hal ini

semakin murahnya tarif pesawat udara dan semakin
ektor penerbangan dengan peningkatan jumlah penumpang
y begitu besar paska perubahan kebijakan.

ampak dari meningkatnya jumlah maskapai di sektor penerbangan
tanah air adalah semakin beragamnya pilihan masyarakat, baik dalam hal
tarif pesawat udara maupun layanan penerbangan. Bahkan diprediksi,
tanpa ada penambahan kapasitas bandara di Indonesia, kondisi bandara
sekarang tidak akan mampu memberikandukungan memadai terhadap jasa

layanan transportasi udara pada tahun 2012 dan kedepannya. Dari sisi
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peningkatan jumlah penumpang, rata-rata pertumbuhan dari 2002-2006
sebesar 34% ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat yang bisa
menikmati layanan penerbangan.

Penurunan tarif penerbangan hingga 50% di seluruh rute penerbangan
sebagaimana tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya perubahan
kebijakan, para pelaku usaha di sektor penerbangan menikmati laba lebih

penumpang. Perubahan Kebijakan oleh pemerintah di sektor pe n

dari tarif yang tidak kompetitif yang tidak seharusnya dikeluarka&h?h
ini telah mengurangi perilaku anti persaingan dan mendorong tég€iptatiya
persaingan yang sehat di sektor tersebut.

Di sektor telekomunikasi, putusan KPPU atas pe EMASEK dan
Kartel SMS telah berdampak pada turunnya jasa layanan
telekomunikasi yang semakin kompetitif. Sebaga % terlihat pada grafik

di bawah, hasil kajian bersama antara KRPU, L FEUI dan Japan

International Copperation Agency (JICA), jukkan bahwa penurunan
tarif SMS pasca putusan KPPU tent 1 SMS diperkirakan telah
memberikan income saving bagi komsum besar + Rp 1.6 — 1.9 Triliun

selama 2007-2009.

Beberapa pengamat ekonomhi yatakan estimasi dari hasil kajian
tersebut cenderung lued mengingat konsumen menikmati
penurunan tarif juga adi terjadi lonjakan trafik SMS yang akan
memberikan efe multiplier terhadap ekonomi nasional. Hal ini
menunjukkan g@ahwa “&fek positif dari putusan KPPU bagi konsumen dan

perekono
Na

nagional sangatlah berarti.

pun indikator-indikator makroekonomi Indonesia positif,
mikro belum menunjukkan kinerja yang optimal. Iklim
g belum kondusif antara lain terlihat dari masih
tef€onsentrasinya pasar serta masih terjadinya praktek-praktek monopoli
bisa jadi merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja sektor mikro
tersebut. Praktek monopoli dapat merugikan masyarakat dan perekonomian
karena menyebabkan tingginya harga, terbatasnya pasokan/produksi,
rendahnya mutu pelayanan kepada konsumen serta kesempatan berusaha

yang tidak sama kepada para pelaku usaha.
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Hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999. UU
No. 5 Tahun 1999 mengamanatkan terbentuknya kondisi pasar yang
menghilangkan hambatan masuk dan keluar (zero entry and exit barriers)
dan ketersediaan informasi yang sempurna (perfect information) bagi setiap
pelaku ekonomi. Kondisi pasar persaingan sempurna (perfectly competitive
market) tersebut pada kelanjutannya akan memberikan kesempatan bagi

banyak pelaku usaha wuntuk berpartisipasi dan berkontribus\@i
P

pembangunan ekonomi bangsa. Oleh karena kondisi pasar yan tif
itu maka pelaku usaha tidak mempunyai kekuatan untuk mengatér ga
sehingga akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber berdampak

pada peningkatan efisiensi ekonomi nasional.

Tekait dengan kinerja KPPU itu sendiri, pada n 2019 setelah

melahirkan 4 Peraturan Komisi baru, KPPU p mbenahi sistem

berperkara dan penegakan hukum persaingafi usa a Indonesia. Tercatat

ada total 134 laporan yang diterima KPP i syarakat, di mana 62%
adalah laporan tender dan 38% lapor der. Jadi sepanjang tahun
2019, KPPU tengah menangami 1 aporan (gabungan laporan

sebelumnya). DKI Jakarta meénjadidaerah yang paling banyak menjadi

wilayah pelapor dan obyek lapo anyak dengan 134 laporan.#5
Di tahun 2019, a

diputus melanggar Un

egkara yang diputus, dengan 31 perkara
-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan 2 perkara
diputus tidak m gar dehgan register perkara tahun 2017, 2018, dan

2019, dan ju putusan denda mencapai Rp165.624.174.188 (serratus
enam pul i ar enam ratus dua puluh empat juta seratus tujuh
puluh eratus delapan puluh delapan rupiah).46

ene Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan denda

persaingan  usaha  tidak sehat adalah  sebesar

seratus delapan ribu tujuh ratus dua rupiah). Menilik sejak tahun 2000
hingga 2019, total PNBP yang telah diterima KPPU adalah
Rp406.896.040.697 (empat ratus enam miliar delapan ratus sembilan

puluh enam juta empat puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh

45 https:/ /kppu.go.id /wp-content /uploads /2020/06/Laporan-Tahunan-KPPU-
2019_ok.pdf, diunduh 24 September 2020
46 Ihid
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rupiah). Angka ini menunjukkan 55% denda pelanggaran persaingan usaha
telah masuk ke Kas Negara melalui PNBP dan masih ada sebesar
Rp335.334.275.784 (tiga ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh
empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh
empat rupiah) piutang yang belum tertagih dari keseluruhan total piutang,
yaitu sebesar Rp742.220.313.815 (tujuh ratus empat puluh dua miliar dua
ratus dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus limagbelas
rupiah). \
Terkait dengan perkara yang menjadi sorotan akhir-akhir adalah
terkait dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengabul sasi Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan awang putih.

Sebanyak 19 perusahaan impor bawang putih ini, di akan Mahkamah

Agung menganggu tata niaga bawang sional. Dalam

pertimbangannya Hakim Takdir menyebdtkan ahwa Judex Facti
Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam pu yang menolak putusan

KPPU salah. Terutama soal pertimb kti tak langsung (indirect
evidence).47 Sehingga dalam pu nya Mahkamah Agung
mempertimbangkan bukti tak @g (indirect evidence) dengan tidak
hanya mempertimbangkan pertigbamgan hukum saja tetapi menyertakan
indicator ekononomi dal buktiannya.

Terkait dengan p erian saran dan kebijakan, KPPU telah

memberikan sar ebijakdan dengan mengirimkan Surat Saran Nomor
198/K/S/X/2 temtang Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas Jalan
Berbayar epada Gubernur DKI Jakarta. Surat yang dilayangkan

ini meminta Pemprov DKI untuk mengubah ketentuan
Nomor 149/2016 karena tidak selaras dengan prinsip
usaha yang sehat. Poin penting peraturan yang harus diubah,
y Pasal 8 Pergub DKI Jakarta Nomor 149/2016. Permasalahan dalam
pasal tersebut adalah dengan memperkenankan penggunaan satu teknologi
Dedicated Short Range Communication (DSRC) frekuensi 5,8 GHz dalam
penerapan ERP di jalanan ibu kota. Akibatnya, pencantuman teknologi
DSRC dengan frekuensi tertentu menghalangi vendor tertentu untuk ikut

berpartisipasi. KPPU memberikan masukan terkait beberapa pilihan

47 https:/ /nasional.kontan.co.id /news /mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-
soal-dugaan-kartel-bawang-putih, diunduh 24 September 2020.
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teknologi yang berpotensi dimanfaatkan untuk ERP antara lain teknologi
Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS).
Jenis-jenis teknologi tersebut juga mampu memenuhi keinginan Pemprov
DKI Dalam mengimplementsikan ERP dan juga sudah terbukti efektif
ditetapkan di dunia internasional sehingga membuka peluang kepada
setiap pelaku usaha yang memiliki teknologi untuk dapat
diimplementasikan dalam Kebijakan Pengendalian Lalu Lintas qJalan
Berbayar Elektronik.48 \

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan
Diatur dalam Undang-Undang Terhadap ehidupan
Masyarakat dan Dampaknya Terhadap A eban Keuangan
Negara Q
Persaingan usaha akan membawa [Jimpli positif terhadap

perekonomian karena melalui persaingan u ka para pelaku mampu

bersaing untuk mengalokasikan sumb onomi secara efisien tanpa

terpengaruh pihak-pihak tertentu ing an tercipta mekanisme pasar

yang berkeadilan dan mampu ingkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan tujuanepersai usaha tersebut diatas, maka perlu

dilakukan perumusan é g raktik monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat yang m jtantangan berkaitan dengan cakupan/definisi
pelaku usaha d&%elembagaan yang mempunyai kewenangan untuk
menjalankan akam hukum persaingan usaha. Hal ini dikarenakan
ketidakjel genai pelaku usaha dan kelembagaan terkait persaingan
usaha sistem ketatanegaraan dan sistem pendukung, antara lain
dalafa orgamisasi, tata kelola maupun sumber daya manusianya. Untuk itu,

adaflya rumusan kebijakan dalam rancangan undang-undang ini
yang diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap keuangan
negara, ekonomi makro serta kondisi sosial budaya. Adapun pengaturan

yang dimaksud antara lain:

1. Dampak Keuangan Negara

48 https:/ /www.wartaekonomi.co.id /read126470 /kppu-apresiasi-langkah-pemprov-
dki-revisi-pergub-erp.html
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Dalam rancangan undang-undang ini, terdapat beberapa subtansi yang
belum terdapat pada undang-undang sebelumnya yang akan berimplikasi
terhadap aspek keuangan negara baik pada penambahan beban keuangan
negara maupun terhadap peningkatan pendapatan negara. Adapun materi
yang diatur :
Pertama, adanya perluasan definisi pelaku wusaha yang dapat
mencakup pelaku usaha dari luar negeri. Cakupan definisi baru yangydapat
Xh
Indonesia memiliki dampak bagi keuangan negara antara lain potehsi
(7

pengenaan denda, serta meminimalisir potensi ke negara akibat

menjangkau pelaku usaha yang berdomisili hukum di Iu

memberikan tambahan penerimaan negara melalui peng Paj dan

upaya persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, deng danya penerapan

sanksi denda yang menggunakan sistem

@ maka negara
berpotensi mendapatkan penerimaan secdra opf

al. Adapun yang

dimaksud dengan sistem persentase a ngenaan denda paling
rendah S5 persen atau paling tinggi dari nilai penjualan dari
pelaku usaha pelanggar dalam run tu pelanggaran. Salah satu
contoh kasusnya adalah PT. day Indonesia yang pernah dikenakan

denda $ AUD 19 juta di Australiakdi nakan dianggap melakukan kartel.
Kedua, pemberlak ! program dapat menekan pengeluaran
negara terutama dalam enegakan hukum karena dapat mempermudah
proses suatu kasy§,dari taliap penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan
proses persid

an. ini tentunya akan membantu mengurangi beban

keuangan
Keti atan kelembagaan KPPU akan meningkatkan statusnya
sebagai le a negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya dalam

anegaraan sehingga akan berimplikasi terhadap hal berikut:

a.WPerubahan status anggota KPPU menjadi pejabat negara

Perubahan status anggota KPPU menjadi pejabat negara tentunya akan
berdampak terhadap pengeluaran negara, terkait fasilitas yang akan
diperoleh sebagai pejabat negara yakni hak keuangan dan protokoler.

b. Sekretariat KPPU terintegrasi dengan tata kelola pemerintah
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Perubahan status kelembagaan Sekretariat KPPU menjadi Sekretariat

Jenderal KPPU akan berdampak terhadap pengeluaran negara untuk
membiayai hak keuangan dan fasilitas pejabat eselon I sampai dengan IV.

c. Perubahan status pegawai KPPU menjadi Pegawai Negeri Sipil

Perubahan status pegawai KPPU menjadi Pegawai Negeri Sipil
menyebabkan perlu adanya penyesuaian dalam sistem remunerasi,

penggajian dan pemberian tunjangan yang akan berdampak pada ke%n

negara.

Selain itu, pengaturan ini juga mempertegas jumlah komisio KPPU
yang semula terdiri atas sekurang-kurangnya 7 Angg bagaimana
disebutkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 menjadi fi atas 7 sehingga

pendanaan terkait hal tersebut akan menjadi lebi dan beban yang

dikeluarkan negara dapat lebih terukur.

2. Dampak Ekonomi Makro

Pengaturan perluasan definisi aku usaha, pemberitahuan merger

dalam rancangan undang-un akan memberikan dampak yang
ra makro bagi Indonesia, antara lain:

pelaku usaha diharapkan dapat
menciptakan kesefraan diantara pelaku usaha, meminimalisir potensi
praktik monopoli yang dilakukan pelaku usaha baik domestik maupun
internasional s enciptakan pasar yang kompetitif sehingga mampu
menarik i iftvestor untuk berinvestasi, meningkatkan perekonomian

nciptakan lapangan pekerjaan.

pemberitahuan kepada KPPU sebelum melakukan merger
erikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dalam melakukan
tranSaksi merger. Pada undang-undang sebelumnya pemberitahuan kepada
KPPU dilakukan setelah melakukan merger, sehingga ketika KPPU
memutuskan terindikasi anti persaingan usaha maka perusahaan tersebut
harus berpisah kembali hal ini tentu saja merugikan pelaku usaha.
Perumusan kebijakan pemberitahuan merger pada rancangan undang-
undang ini memperluas cakupan pengambilalihan, tidak hanya

pengambilan saham, akan tetapi termasuk juga pengambilalihan aset dan
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pembentukan usaha patungan. Selanjutnya proses pelaporan diharapkan
didesain sedemikian rupa untuk menjaga kerahasiaan informasi supaya
harga saham yang akan merger tidak menimbulkan gejolak pada harga
saham perusahaan tersebut.

Ketiga, pengurangan hukuman terhadap pelaku kartel diharapkan
mampu mengurangi praktik kartel yang merugikan, dimana konsumen
dipaksa untuk membeli barang atau jasa yang lebih mahal dari sehagusnya
serta merugikan perekonomian secara nasional yang disebabka Xwi
alokasi dan inefisensi produksi.

Keempat, ketentuan pengaturan penyalahgunaan p tawar yang
dominan merupakan salah satu upaya membuat aan ekonomi

antara pengusaha besar dan pengusaha mikro kecil enengah. Lebih

A

lanjut masyarakat juga bisa mendapatkan pent ang lebih layak

dengan adanya pengaturan ini.

Kelima, berkenaan dengan pengua mbagaan KPPU akan
mendorong terwujudnya iklim per saha yang sehat dalam
menciptakan ekonomi nasional yan isien dan berkeadilan untuk
meningkatkan kesejahteraan yat§, Lebih lanjut, melalui persaingan
usaha yang sehat maka gkan rik investasi masuk ke Indonesia.
Melalui investasi tent nyerap tenaga kerja, adanya transfer
teknologi, memberdaya sumber daya lokal, menambah devisa serta
penerimaan pajai«

3. Dampa si

uranydalam rancangan undang-undang ini dapat menyebabkan

sosial antara lain:
ertama, notifikasi kepada KPPU sebelum melakukan merger akan
methberikan dampak sosial bagi masyarakat diantaranya mengantisipasi
terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dari perusahaan pada
akhirnya membuat masyarakat mendapatkan harga yang kompetitif. Selain
itu dapat melindungi kepentingan pihak karyawan ataupun perusahaan
minoritas dalam suatu proses merger sehingga dapat mengurangi dampak

pengangguran bagi kehidupan masyarakat.
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Kedua, perubahan sanksi denda dari besaran nominal menjadi
persentase diharapkan mampu mencegah pelaku usaha melakukan praktik
monopoli serta memberikan efek jera terhadap pelanggarnya.
Ketiga, pemberian pengampunan dan/atau pengurangan hukuman
bagi pelaku usaha yang mengetahui atau melakukan praktik kartel akan
membuat pelaku usaha atau masyarakat untuk tidak ragu lagi dalam

melaporkan adanya seuatu kegiatan yang terindikasi persaingan qusaha
tidak sehat. Hal ini dikarenakan para pelapor mendapatkan n

hukum untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana yang atur
oleh undang-undang.
Keempat, pengaturan penyalahgunaan posisi t ang dominan

merupakan upaya pengendalian sosial agar tidak pihak tertentu

dengan posisi dominan. Dengan demikian, peng %
diharapkan dapat melakukan usaha dengad nyamma
hak-hak yang sama dengan para pengusah

e@il dan menengah

dan mendapatkan

4. Dampak Budaya
Perumusan kebijakan m J) rancangan undang-undang ini
diharapkan dapat mencipt%rsaingan usaha yang sehat, dan dalam
pelaksanaanya dapat 1 dampak terhadap budaya seperti:
Pertama, pemberitah@an sebelum merger mendorong budaya para
pelaku usaha mé€njadi patuh dengan melakukan pemberitahuan kepada

KPPU sebelum ukan merger.
Kedugd; emkuan program leniency akan mendorong terwujudnya
budayapersaingan usaha yang sehat,
@ persaingan usaha memaksa terciptaya budaya perusahaan
meningkatkan efisiensi dan mutu produk, menciptakan produk baru
da berinovasi, memberikan pelayanan lebih baik yang lebih

menguntungkan konsumen, serta meningkatkan daya saing untuk

melakukan investasi yang lebih besar dalam teknologi.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik sebelum atau Mh

amandemen  konstitusi tahun 2002, menginstruksika a
perekonomian disusun serta berorientasi pada ekonomi k atamy Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan da normatif
menyusun kebijakan perekonomian nasional yan jeldskan bahwa
tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasark asi yang bersifat
kerakyatan dengan keadilan sosial bagi seluguh Indonesia melalui

pendekatan kesejahteraan dan mekanisme @asar.

Dalam bidang perekonomian, seb a diamanatkan oleh UUD

1945 yang menghendaki kemakmuran arakat secara merata, bukan
kemakmuran secara individu. Sgcar ridis melalui norma hukum dasar
(state gerund gezet), sistem pe ian yang diinginkan adalah sistem
yang menggunakan prinsi esgimbangan, keselarasan, serta memberi
kesempatan usaha b a bagi setiap warga negara. Pembangunan
ekonomi Indonesi@ ha ah Dbertitik tolak dan berorientasi pada
pencapaian tujuan emakmuran dan kesejahteraan rakyat yang
diwujudkan m emokrasi ekonomi sebagaimana dikehendaki berjalan

seiring d% hendak untuk menciptakan demokrasi plitik, dimana

rakyat In berdaulat di tanah dan negerinya sendir
ikifan demokrasi ekonomi perlu diwujudkan dalam menciptakan
tan ekonomi yang sehat, maka perlu disusun Undang-undang tentang
Laraftigan Praktik Monopoli dan persaingan wusaha tidak sehat yang
dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan
perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk

menciptakan persaingan usaha yang sehat.
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B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat terdiri dari 11 bab dan 53 Pasal. Adapun rincian bab sebagai berikut:
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab IIl Perjanjian yang
Dilarang; Bab IV Kegiatan yang Dilarang; Bab V Posisi Dominan; NI
Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Bab VII Tata Cara % n
Perkara; Bab VIII Sanksi; Bab IX Ketentuan Lain; Ba Ketgntuan
Peralihan; dan Bab XI Ketentuan Penutup.

UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Pe an saha Tidak
Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pa \tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se usun berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 48, serta berasaskan kepada

demokrasi ekonomi dengan memp ‘- n keseimbangan antara

kepentingan pelaku usaha dan kepenti mum dengan tujuan untuk:

menjaga kepentingan umum dan indungi konsumen; menumbuhkan
iklim usaha yang kondusif i ferciptanya persaingan usaha yang
sehat, dan menjamin k ian jkesempatan berusaha yang sama bagi
setiap orang; mencega ktek-praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat#yang ditimbulkan pelaku usaha; serta menciptakan
efektivitas dan efisier’gi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan

efisiensi ekon asional sebagai salah satu upaya meningkatkan

kesejahtefaa at.
Sec m, materi dari UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan

P an/Usaha Tidak Sehat ini mengandung 6 (enam) bagian pengaturan

terdiri dari:

1. pésjanjian yang dilarang meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian
wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal,
perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

2. kegiatan yang dilarang meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar,
dan persekongkolan.

3. posisi dominan meliputi umum, jabatan rangkap, pemilikan saham,

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
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4. komisi pengawas persaingan usaha meliputi status, keanggotaan, tugas,
wewenang, dan pembiayaan.

5. penegakan hukum; tata cara penanganan perkara dan sanksi.

6. ketentuan lain-lain yang memuat pelaku usaha, perjanjian, dan kegiatan
yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan dalam UU tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undang Uuu
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Ti a&t
perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 20 entang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaima bah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peru atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan uran Perundang-

rangan Praktek

lu penyempurnaan

untuk mengikuti perkembangan hukum da han masyarakat terkait

persaingan usaha. Adapun substansi€ lu dipertimbangkan untuk

118
penyempurnaan antara lain pertam te Qa eluasan definisi pelaku usaha
sehingga dapat menjangkau pel@ku uSaha yang berdomisili hukum di luar
wilayah Indonesia tetapi, pefi ya berdampak bagi pasar dan
perekonomian Indonesi inigdilatarbelakangi hilangnya batas teritori
dalam dunia bisnis saat eiring perkembangan pesat teknologi informasi.
Kedua, mengga sistem ¥ notifikasi dari post-notifikasi menjadi pre-
notifikasi keti mel kan rencana penggabungan (merger), peleburan
(konsolidasijs, a engambilalihan (akuisisi). Ketiga, penyalahgunaan
posisi dilakukan oleh pelaku usaha besar terhadap usaha
menengaly t€fhadap usaha mikro dan kecil (UMKM). Keempat, reformulasi

i memberikan efek jera bagi para pelau usaha yang melanggar.

K a, memperkuat penegakan hukum khususnya untuk mendapatkan

bukti-bukti pelanggaran.

1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 85/PUU-XIV/2016

terdapat putusan terkait ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24
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UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 22 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain
untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

2. Pasal 23 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan%}qa

u

Tidak Sehat: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak k

mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang dikla.
sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengaki n terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.”

3. Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli ersaingan Usaha

Tidak Sehat: “Pelaku usaha dilarang berse ngan pihak lain

untuk menghambat produksi dan atau pe h@irang dan atau jasa

yang ditawarkan atau dipasok di pag angkutan menjadi berkurang

baik dari jumlah, kualitas, ketepatan waktu yang

dipersyaratkan.”

Bahwa menurut MK Pasa sal 23, dan Pasal 24 UU tentang
Larangan Praktek Monopeti Pgrsaingan Usaha Tidak Sehat merupakan
ketentuan yang mengat ngenai larangan persekongkolan dalam tender,
persekongkolan u mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya

yang diklasifikasikan§sebagai rahasia perusahaan, dan persekongkolan
untuk m ‘%rodukﬁ dan/atau pemasaran dan/atau jasa pelaku
usaha e% Pasal 1 angka 8 UU tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa “Persekongkolan

asi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku
a dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar
bersadngkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”. Merujuk
definisi tersebut di atas secara tegas dan imperatif diperoleh suatu
pemaknaan bahwa persekongkolan terjadi apabila terdapat sedikitnya 2

(dua) pelaku usaha yang saling bekerja sama melakukan tindakan yang

melanggar hukum demi mencapai tujuan tertentu. Para pelaku usaha yang
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melibatkan diri dalam persekongkolan akan membuat sebuah komitmen
yang bersifat rahasia dengan tujuan yang negatif.

MK berpendapat agar makna persekongkolan sebagaimana yang
dimaksudkan pada Pasal 1 angka 8 UU tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat menjawab dan mengimbangi
kompleksitas modus persekongkolan yang ada, maka harus diperluas tidak

saja hanya antar pelaku usaha dalam pengertian yang konvensionad akan
tetapi juga “pihak yang terkait dengan pelaku usaha”. Pemaknaa 1

yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU g Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se g ada dalam

dalam menentukan keterkaitannya de
diperlukan kehati-hatian KPPU dal

tersebut dengan pelaku usahafDengan demikian sepanjang KPPU tidak
memiliki bukti yang cukup tent erkaitan pihak ketiga dengan pelaku
usaha lainnya, hal id dapat diartikan sebagai bentuk
persekongkolan. Oleh k a itu pemaknaan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal
24 UU 5/1999 ng betkenaan dengan frasa “pihak lain” harus

menyelaraska engan, semangat yang ada dalam Pasal 1 angka 8 UU

tentang L tek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
sebagai telah Mahkamah pertegas di atas, yaitu “pihak yang
terkait de elaku usaha”.

e rkan uraian di atas, MK menyatakan frasa “pihak lain” dalam

Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertentangan dengan UUD NRI Tahun
1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai selain “dan/atau pihak yang terkait dengan
pelaku usaha lain”, sehingga:

e Pasal 22 UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat berbunyi:
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“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau
pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan atau
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat.”

e Pasal 23 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau
pthak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai
rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya pers@ingan
usaha tidak sehat.” Xﬂ

e Pasal 24 Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1999 tentan n
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usa ain
pthak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk me bat produksi
dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelak pesaingnya
dengan maksud agar barang dan atau jasa yang di amvatau dipasok
di pasar bersangkutan menjadi berkurang baj jumlah, kualitas,
maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Selain pasal-pasal di atas, MK juga memfgeluarR&n putusan terhadap
Pasal 36 huruf c, huruf d, huruf h, dan h ta Pasal 41 ayat (1) dan

o

Tidak Sehat terkait wewenang KPP ng b

ayat (2) UU tentang Larangan Prakt opoli dan Persaingan Usaha

etentuan sebagai berikut:

1. Pasal 36 huruf c: “mela penyelidikan dan atau pemeriksaan
terhadap kasus dugaan 4rak monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat yang dila, masyarakat atau oleh pelaku usaha atau
yang ditemukan oleh isi sebagai hasil penelitiannya; “

2.Pasal 36 hu d: “menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau

pemeriksaa tang®ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau
persain %dak sehat;”
3. Pasa urif h: “meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam
k@ engan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku
h ng melanggar ketentuan undang-undang ini;”
4. Pasal 36 huruf i: “mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat,
dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;”

MK berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU
adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal

30 UU UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, dengan kata lain KPPU merupakan lembaga negara bantu (state
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auxilliary organ). Secara sederhana KPPU adalah lembaga negara yang
bersifat state auxilliary organ yang dibentuk di luar konstitusi dan
merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara
pokok. KPPU memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban kepada
Presiden. Pemberian pertanggungjawaban kepada Presiden juga
menggambarkan bahwa fungsi KPPU sebagai lembaga negara bantu

merupakan bagian dari lembaga negara utama di ranah eksekutif.
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU tentang Larangan Prakte xli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dibentuk untuk gawasi
pelaksanaan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan ingan Usaha
Tidak Sehat. Selanjutnya Pasal 36 huruf 1 UU tenta ngan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat men an bahwa KPPU

berwenang untuk menjatuhkan sanksi berup@ n administratif

kepada pelaku usaha yang melanggar ketefituan iii tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha i ehat. Pengawasan dan
penegakan sanksi merupakan instru akan hukum administrasi
negara. Dengan kata lain, KPPU4qmeru n institusi yang melakukan

penegakan hukum dalam hukufa, ad istrasi negara, dan oleh karenanya
tugas serta wewenang KPPU b alam wilayah hukum administrasi.
Dengan demikian frasa Z idikan dan atau pemeriksaan” dalam Pasal
36 huruf c, huruf d, hQ,

(2) UU tentang ngan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat

Sehat yang m akah, wewenang KPPU harus diletakkan dalam bingkai
penegaka k lam hukum administrasi negara, yakni penyelidikan
dan at iRsaan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran
terhadap entang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

. . Hal ini sejalan dengan kewenangan KPPU untuk menjatuhkan

ksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar
ketentuan UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (Pasal 36 huruf h UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat juncto Pasal 47 UU UU tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Dengan demikian
frasa “penyelidikan dan/atau pemeriksaan” dalam UU tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan
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penyelidikan dalam konteks fungsi administratif atau verifikasi laporan
masyarakat atau pelaku usaha terhadap dugaan terjadinya praktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan cara
mengumpulkan alat bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan
laporan Kklarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian, dan hasil
pengawasan dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha dan bukan

U

penyelidikan dalam pengertian pro justitia sebagaimana diatur ¢dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi a

tentang Hukum Acara Pidana).
Bahwa dengan uraian di atas, MK berpendapat fr enyelidikan
dan/atau pemeriksaan” dalam Pasal 36 huruf c, hu huruf h, dan

huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU tenta arangan Praktek

fsirkan sebagai
bukan penyelidikan
Acara Pidana. Terlebih

kamah telah menyatakan

sebagaimana dimaksud dalam UU tentan
dalam pertimbangan hukum sebelu
bahwa lembaga KPPU adalah lemb pe

administrasi, sehingga seharusfiya tiidakan KPPU didalam °‘penyelidikan’

hukum dalam ranah hukum

pun bukan dalam rangka pro justiti

Oleh karena itu, M takan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36
huruf c, huruf d, huruf an huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
UU tentang Lara Prakték Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

bertentangan gan Wndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 19 S

mengikat g tidak dimaknai “pengumpulan alat bukti sebagai bahan
pemeriks :
a

rangka penyusunan RUU tentang Larangan Praktik Monopoli

bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

daW Persaingan Usaha Tidak Sehat maka perlu memperhatikan Putusan
MK Nomor 85/PUU-XIV/2016 khususnya terkait frasa “pihak lain” dalam
Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan frasa “penyelidikan” dalam Pasal 36
huruf ¢, huruf d, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2)
UU tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
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karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU tentang
Paten)

Paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara di

1 UU tentang Paten menjelaskan bahwa paten merupak

yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil inv i bidang
teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanél séadiri invensi
tersebut atau memberikan persetujuan keps pilhak lain untuk
melaksanakannya. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 m skan bahwa Invensi

merupakan ide inventor yang dituangkanf ke dalam suatu kegiatan

nologi berupa produk atau

angan produk atau proses.
sedangkan Inventor sebagaimana difelaskan Pasal 1 angka 3 merupakan
seorang atau beberapa orang ecara bersama-sama melaksanakan ide

yang dituangkan ke dala iatafl yang menghasilkan Invensi.

Hak dan Kewajibani
dan 20 UU tentangfPaten:

megang terkait paten dijelaskan dalam Pasal 19
emegang Paten memiliki hak eksklusif untuk

melaksanakan patenang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang

tanpa persetuj dalam hal:
membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,
an, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau
isewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk
membuat barang atau tindakan lainnya.

Larangan menggunakan proses produksi yang diberi paten hanya
berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari
penggunaan proses yang diberi pelindungan paten. Dalam hal untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan
tersebut dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang

wajar dari pemegang paten dan tidak bersifat komersial. Pemegang paten
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wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Dalam
membuat produk atau menggunakan proses tersebut harus menunjang
transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan
kerja.

Selanjutnya, terkait perjanjian lisensi, dilarang untuk memuat
ketentuan yang dapat merugikan kepentingan nasional Indonesia atau
memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indgnesia
dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembanga xi

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 78 UU tentang Paten.

Dalam Pasal 100 UU tentang Paten menyatakan dal hal
lisensi-wajib terkait dengan teknologi semi kondukt erima lisensi-
wajib hanya dapat menggunakan lisensi-wajib untuk h bagai berikut:

a. kepentingan umum yang tidak bersifat ko @
b. melaksanakan tindakan yang ditentikan Weerdasarkan putusan

pengadilan atau keputusan lemba it yang menyatakan bahwa
pelaksanaan paten dimaksud n tindakan monopoli atau
persaingan usaha tidak seh

Pada saat ini, UU tentang§Pater dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang LaranganBr k Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (UU tentan i Usaha) memiliki keterkaitan satu sama
lain. Adapun keterkait tersebut yaitu adanya ketentuan dalam UU

tentang Persaing

S

Persaingan ha ng mengecualikan ketentuan undang-undang

terhadap ja ang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual

seperti . tentang Paten dan UU tentang Persaingan Usaha
ua)

merwapak aturan yang saling melengkapi.

aha yang menjelaskan Pasal 50 huruf b UU tentang

1 sisi, UU tentang Paten berbicara tentang perlindungan hak
intélektual sebagai bentuk insentif dan penghargaan agar memacu
kreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan teknologi yang diharapkan
akan meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Di sisi lain, UU
tentang Persaingan Usaha berbicara tentang perlindungan terhadap iklim
berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi, dan

kesempatan berusaha bagi semua pihak. adapun yang menjadi masalah
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adalah hak eksklusif dalam Paten sering dimaknai sebagai suatu bentuk
hak untuk melakukan monopoli.

Oleh karena itu, dalam pengaturan ke depan perlu ada batasan atau
kriteria yang jelas agar hak eksklusif dalam paten tidak disalahgunakan

untuk menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta \
g

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (

Hak Cipta) dibentuk dengan mengutamakan kepentinga asiofial dan

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencip ang Hak
perhatikan

Cipta dan Hak

Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat «@
ketentuan dalam perjanjian internasional di bid
Terkait. Adapun, dalam Pasal 82 UU tersebut diseb bahwa :
Pas
(1) Perjanjian Lisensi dilarang mem entuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian IndoneSiq.
(2) Isi perjanjian Lisensi €dilagang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-thigdangan.
(3) Perjanjian Lisensi ng®menjadi sarana untuk menghilangkan atau

mengambil alilp selu hak Pencipta atas Ciptaannya

Selanjut enj€lasan dari Pasal 82 tersebut yaitu :
. :% Pasal 82
Cukup jelas.
Ayat (2)

!

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan'
antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang
yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
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Ayat (3)
Cukup jelas

Dengan demikian keterkaitan antara UU tentang Hak Cipta dengan
pengaturan dalam RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pengaturan meggenai
Isi dari perjanjian Lisensi yang dilarang bertentangan dengan Kta
dalam RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Mo oli"dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pe angan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 t Perdagangan (UU

tentang Perdagangan) menyatakan bahwa pefdagangan nasional Indonesia

mencerminkan suatu rangkaian aktivit onomian yang dilaksanakan

untuk mewujudkan kesejahteraan um keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Kegiatan perdagangan¥ merupakan penggerak utama
pembangunan perekonomian 4gaSional yang memberikan daya dukung
dalam meningkatkan uks menciptakan lapangan pekerjaan,

meningkatkan ekspor isa, memeratakan pendapatan, serta

memperkuat daya g@ing pgoduk dalam negeri demi kepentingan nasional.

UU tentang Perdagarigan memuat materi pokok dengan lingkup pengaturan

yang meliputi: agangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,
perdagangan batasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem
elektron elindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan
ko i serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor,

sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas
danfNwewenang pemerintah di bidang perdagangan, komite perdagangan
nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Pengaturan UU tentang Perdagangan yang berkaitan dengan RUU
tentang Larangan Praktek Monopli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
antara lain memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi nasional sebagai upaya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena

itu, UU tentang Perdagangan dan RUU tentang Larangan Praktek Monopoli
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dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki hubungan yang saling
melengkapi demi mewujudkan tujuan yang sama.

Bab IV tentang Perdagangan Dalam Negeri dalam UU tentang
Perdagangan mengatur tentang kebijakan dan pengendalian untuk kegiatan
perdagangan dalam negeri. Kebijakan dan pengendalian perdagangan dalam
negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU tentang Perdagangan
diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efekticitas distgibusi;
peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha; pengintegr, \n
perluasan pasar dalam negeri; peningkatan akses pasar bagi pro m
ez angan dalam

RUU antara

negeri dan pelindungan konsumen. Pengaturan dalam pe

negeri yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pen

lain:

3) Pasal 29 UU tentan rdagangan: larangan menyimpan barang
kebutuhan pokok damya barang penting dalam jumlah dan
waktu terten a at terjadi kelangkaan barang, gejolak
harga, dan/at ambatan lalu lintas perdagangan barang.

4) Pasal &cen ng Perdagangan: produsen atau importir yang
me rdagamgkan barang yang terkait dengan keamanan,

elagtatan, kesejatan, dan lingkungan hidup wajib

arkan barang yang diperdagangkan kepada Menteri dan
0. antumkan nomor tanpa pendaftaran pada barang. Pasal 33,
enteri berhak memberikan perintah penghentian kegiatan
perdagangan dan pernarikan dari distribusi terhadap barang

yang tidak memenuhi ketentuan pendaftaran.

5) Pasal 35 UU tentang Perdagangan: Pemerintah melalui Peraturan
Presiden menetapkan larangan atau pembatasan perdagangan
barang dan/atau jasa untuk kepentingan nasional. Pasal 37 UU
tentang Perdagangan, terhadap pelaku usaha yang melanggar

ketentuan atas larangan atau pembatasan perdagangan barang
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dan/atau jasa, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
perizinan di bidang perdagangan.

Pengaturan di atas, bertujuan sama untuk menjamin perdagangan
nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun tidak
berkaitan langsung akan tetapi dapat dimaknai memiliki hubungan dengan
UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha karena
mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat terutama Pasal lmg

O 1

&

mengatur bahwa dalam perdagangan harus sesuai dengan eti

dan bisnis yang tertib usaha. Pengaturan tersebut dapa
pertimbangan ketika menyusun RUU.

Bab V tentang Perdagangan Luar Negeri tentang
Perdagangan mengatur tentang kebijakan dan alian di bidang
ekspor dan impor. Pasal 38 UU tentang Pe kebijakan dan
pengendalian perdagangan luar negeri diarahkan : peningkatan daya

saing produk ekspor Indonesia; peningkat erluasan akses Pasar di

luar negeri; dan peningkatan kemamp®@ rtir dan importir sehingga
menjadi pelaku usaha yang andal, Penga
negeri yang dapat menjadi perfimbafigan sebagai materi muatan dalam

RUU antara lain:

1) Pasal 54 ayat tang Perdagangan: pemerintah dapat
membatasi eksp an impor barang untuk kepentingan nasional
dengan an: untuk melindungi keamanan nasional atau
kepentimgan um, dan/atau untuk melindungi kesehatan dan

m anusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan

ke
i :
@ 4 ayat (2) UU tentang Perdagangan: pemerintah dapat
batasi ekspor dengan alasan sebagai berikut: menjamin

terpenuhinya kebutuhan dalam negeri; menjamin ketersediaan
bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam
negeri; melindungi kelestarian sumber daya alam; meningkatkan
nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;
mengantisippasi kenaikan harga yang cukup dratis dari komoditas
ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau menjaga harga

komoditas tertentu di dalam negeri.
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3) Pasal 54 ayat (3) UU tentang Perdagangan: pemerintah dapat
membatasi impor barang dengan alasan sebagai berikut: untuk
membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di
dalam negeri; dan/atau untuk menjaga neraca pembayaran
dan/atau neraca perdagangan.
Pengaturan di atas, untuk memastikan bahwa tidak adanya persaingan
usaha tidak sehat yang merugikan perekonomian nasional, sebagai &toh
t

larangan ekspor untuk menjaga stabilitas harga komoditas di

penyusunan RUU.
Pada era globalisasi, standar mutu menjad dalam persaingan

perdagangan. Perdagangan, telah memasuki era terbukaan. Produk

barang atau jasa dari luar negeri sangat itemukan di Indonesia.
Oleh karena itu, supaya menyejajarka lokal dengan standar mutu
internasional, Indonesia menggunakan st risasi melalui SNI. Pada Pasal

57 Bab VII mengenai Standardisasi mé&nyatakan bahwa pemberlakuan SNI
dilakukan dengan mempertimba aspek daya saing produsen nasional
dan persaingan usah hat. Ketentuan WTO salah satunya
menyebutkan yaitu m kan liberalisasi perdagangannya dan tidak
melakukan ham n-hamBatan perdagangan dalam bentuk tariff impor,
pajak dan lai in uk memproteksi produksi dalam negeri sehingga

produksi geti harus bersaing secara jujur dengan produk impor.

Oleh kare ra pelaku usaha harus sadar akan pentingnya standar
m perdagangan, khususnya perdagangan internasionalnya
mendukung persaingan internasional dengan menghasilkan
uk dan jasa yang terjamin mutunya.

ab VIII tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur
tentang kewajiban setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang
dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan
data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pasal 65 ayat (6) UU

tentang Perdagangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang tidak
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melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan izin.

Bab IX tentang Pelindungan dan Pengamanan Perdagangan mengatur
tentang pemerintah menetapkan kebijakan pelindungan dan pengamanan
perdagangan. Kebijakan pelindungan dan pengamanan perdagangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) huruf d dan huruf f UU tentang
Perdagangan salah satunya mengenai pengenaan tindakan antidTg

tidak

sehat; dan pembelaan terhadap kebijakan nasional terkait perd@garigan

atau tindakan imbalan untuk mengatasi praktik Perdagangan

mengatur bahwa dalam hal adanya ancaman dari
tuduhan praktik perdagangan tidak sehat, maka
berkewajiban mengambil langkah pembelaa q uran tersebut,
berkaitan erat dengan RUU sehingga dapat mienjadi\p€rtimbangan sebagai

eri perdagangan

materi muatan RUU.

Sistem Informasi Perdagangan, na diatur dalam Pasal 1
angka 23 UU tentang Perdagangan, ah tatanan, prosedur, dan
mekanisme untuk pengumpulafyy, penigolahan, penyampaian, pengelolaan,
dan penyebarluasan da u informasi Perdagangan yang
terintegrasi dalam men jjakan dan pengendalian Perdagangan.
Bab XIII tentang Siste nformasi Perdagangan Pasal 88 UU tentang
Perdagangan m tur téntang kewajiban Menteri, gubernur, dan

untuly menyelenggarakan sistem informasi perdagangan

ngan sistem informasi yang dikembangkan oleh
kement lembaga pemerintah non kementerian. Sistem informasi
digumana kebijakan dan pengendalian perdagangan. Pasal 89 UU

rdagangan mengatur bahwa sistem informasi mencakup
P mpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan
data dan/atau informasi perdagangan. Sistem informasi paling sedikit
memuat data dan/atau informasi perdagangan dalam negeri dan
perdagangan luar negeri. UU tentang Perdagangan Pasal 90 memberikan
kewenangan kepada Menteri Perdagangan untuk meminta data kepada
semua kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah

daerah, termasuk penyelenggara urusan pemerintahan di bidang bea cukai,
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Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statisti, dan
badan/lembaga lainnya, melihat besarnya cakupan informasi yang dapat
diintegrasikan dalam sistem informasi perdagangan, maka dapat dijadikan
sarana untuk mendeteksi adanya praktik monopoli atau persaingan usaha
tidak sehat dari data yang dimiliki. Oleh karena itu, pengaturan mengenai
mengintegrasikan sistem informasi perdagangan untuk mendeteksi praktik
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dapat dipertimbﬁn

menjadi materi muatan dalam RUU.

F. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usa Kecil,

dan Menengah

Keterkaitan antara UU Nomor 5 Tahun 198

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU tentahg An
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha ; il, dan Menengah (UU

tanhg Anti Monopoli

Monopoli) dengan UU

tentang UMKM) adalah terkait penga adap persaingan usaha di
UMKM, secara khusus dalam aspék ke an. Pasal 7 ayat (1) huruf d
mengatur bahwa Pemerintah dafPe intah Daerah menumbuhkan Iklim
Usaha dengan menetapkangperatura® perundang-undangan dan kebijakan

yang salah satunya meq kemitraan. Dalam Pasal 26 kemudian
€

disebutkan pola-pol raan yaitu inti-plasma, subkontrak, waralaba,

perdagangan u , distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk
kemitraan lai ertiNpagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan
(joint ven ), n" penyumberluaran (outsourching). Dalam kaitannya
dengan aan tersebut maka di dalam Pasal 36 ayat (1) diatur bahwa
dala m anakan pola kemitraan maka para pihak mempunyai

{e hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum
Ind@nesia. Pasal 36 ayat (2) kemudian mempertegas bahwa pelaksanaan
kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk
dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini yakni KPPU.

Jadi, pada intinya letak keterkaitan antara UU tentang Anti Monopoli
dengan UU tentang UMKM adalah dalam hal aspek kemitraan UMKM yang

berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang tentunya
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harus diawasi oleh lembaga yang memang bertugas mengawasi persaingan
usaha yaitu KPPU. Artinya, persaingan usaha (kemitraan) dalam konteks
UMKM menjadi suatu obyek pengawasan bagi KPPU. KPPU dalam
melakukan pengawasannya itu tentunya harus tetap bersinergi dengan UU
tentang UMKM yang mana mengatur pola-pola kemitraan yang menjadi
obyek pengawasan KPPU.

G. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

(UU tentang PT)

Keterkaitan UU tentang PT dengan UU Larangan P ek opoli
adalah Dberkaitan dengan pengaturan mengenai me gaturan
sa

mengenai merger dalam UU tentang PT diatur dal 122 sampai
dengan Pasal 137. UU tentang PT tidak hanya engenai merger
saja kan tetapi cakupannnya lebih luas ya'tu.@\ur juga mengenai
pemisahan perseroan yang diatur dalam Pagalll angka 12 yang menyatakan
bahwa Pemisahan adalah perbuatan h g dilakukan oleh Perseroan
untuk memisahkan usaha yang engak seluruh aktiva dan pasiva
Perseroan beralih karena hukum k8pada ‘dua Perseroan atau lebih atau
sebagian aktiva dan pasiva Pefge eralih karena hukum kepada satu
Perseroan atau lebih.

UU tentang PT mensyaratkan kewajiban perseroan untuk
mengumumkan renéana er, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan

perseroan dalam” beAtuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum merger

(Pasal 127). U gan Praktek Monopoli bentuk-bentuk perjanjian yang
dilarang, Ke yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan, yang
didalamifiyga asuk merger, yang dapat menimbulkan praktek monopoli
d saiglgan usaha yang tidak sehat. Ketentuan mengenai merger dalam

nya dengan persaingan usaha yang tidak sehat telah diatur dalam

UU Warangan Praktek Monopoli dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang
merupakan bagian dari Bab Posisi Dominan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perubahan dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu sinkron dengan pengaturan mengenai

merger yang ada dalam UU tentang PT.

57



NA RUU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
28 September 2020

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Salah satu pertimbangan perlu diaturnya masalah penanaman modal
di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) adalah untuk
mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan
kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan
penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi tan
ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik a

negeri maupun dari luar negeri.4® Pengaturan tentang pe amafy modal

juga dilakukan melalui pertimbangan bahwa da ghadapi
perubahan perekonomian global dan keikutserta esia dalam
berbagai kerja sama internasional perlu diciptaka i enanaman modal
yang kondusif, promotif, memberikan kepastian m, keadilan, dan

efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekornnomi nasional.>°

Penanaman modal adalah segala kegiatan menanam modal,

baik oleh penanam modal dalam neg pun penanam modal asing
untuk melakukan usaha di wilayallynegata Republik Indonesia (Pasal 1
angka 1 UU Penanaman odal). /Adapun tujuan penyelenggaraan
penanaman modal, antara 1 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional; menciptaka angan Kkerja; meningkatkan pembangunan
ekonomi berkelanjutén; mégingkatkan kemampuan daya saing dunia usaha
nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
mendorong p bangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi
potensial fnenj kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang

1 i dalam negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan

n masyarakat (Pasal 3 ayat (2) UU Penanaman Modal).

dapun materi penting di dalam UU Penanaman modal yang terkait
dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

“9Pertimbangan huruf b  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.

S0Pertimbangan huruf c¢ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal.
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a. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam
modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan
penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Perlakuan yang sama tersebut tidak berlaku bagi
penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa
berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hak istimewa antara lain hak
istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanan, ilayah
perdagangan bebas, pasar bersama (common market), kesatua &r,
kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah onesia
dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, i) multilateral

yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dal penyelenggaraan

penanaman modal. (Pasal 6 UU Penanaman Modal);
b. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka

@ tan penanaman
modal, kecuali bidang usaha atau jenis us@ha yahgfdinyatakan tertutup

dan terbuka dengan persyaratan (Pas yat (1) UU Penanaman
Modal);

c. Pemerintah wajib menetapkan hidan ha yang dicadangkan untuk
usaha mikro, kecil, menen daf koperasi serta bidang usaha yang
terbuka untuk usaha besar den syarat harus bekerja sama dengan
usaha mikro, kecil, , dan koperasi (Pasal 13 Yata (1) UU

Penanaman Modal);

d. Setiap penan modal "bertanggung jawab menciptakan iklim usaha
persaingan giang schat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang

merugi ra”(Pasal 16 huruf ¢ UU Penanaman Modal); dan
e. Dal koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan
penan modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai

n fungsi mengembangkan sektor usaha penanaman modal

elalui pembinaan penanaman modal, antara lain menciptakan

persaingan usaha yang sehat (Pasal 28 ayat (1) huruf g UU Penanaman
Modal).

Beberapa poin di atas merupakan materi di dalam UU Penanaman

Modal yang terkait dengan materi larangan praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang harus disinkronkan dengan materi RUU.
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I. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara

Keterkaitan UU BUMN dengan UU Larangan Praktik Monopoli adalah
pengaturan mengenai pengecualian praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat. Pasal 51 UU Larangan Praktek Monopoli menyatakan
Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi

dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang menguasai haj

orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting a
diatur dengan undangundang dan diselenggarakan oleh Ba Milik
Negara dan atau badan atau lembaga yang dibentuk a itanjuk oleh
Pemerintah.

h satu bentuk
t dilakukan oleh

negara melalui BUMN yang merupakan a at dart undang-undang dan

Monopoli yang dilakukan oleh BUMN ad

monopoli yang dikecualikan karena monopoli

monopoli tersebut dilakukan demi -besar kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. BUMN adalah %&dafi usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki o ara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari a@’ negara yang dipisahkan (Pasal 1
hun 2003 tentang Badan Usaha Milik

rtian BUMN tersebut, dapat dimaknai bahwa

angka 1 Undang-undan
Negara). Berdasarkan

BUMN setara dengé@npe haan, karena mengacu pada istilah badan

usaha. Berbeda den perusahaan pada umumnya, pendirian BUMN tidak
hanya bertuju tuk memperoleh keuntungan tetapi juga berupaya
untuk iRan sumbangan bagi perkembangan ekonomi bangsa

Indonesiay y arahnya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Se@ara rinci tujuan dari didirikannya BUMN terdapat dalam pasal

ang-undang BUMN, yaitu:

Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional

pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya,;

2. Mengejar keuntungan;

3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan

hajat hidup orang banyak;
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4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan wusaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh swasta atau koperasi,

S. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dengan sifat
BUMN yang memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum

serta memupuk pendapatan, maka disinilah terlihat perbedaag

mendasar dengan usaha swasta yang mendasarkan pemupé€

tungan sebagai hal yang utama. Melihat lebih lanj dari §tujuan
didirikannya BUMN, hal tersebut merupakan implemet negara
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berd ncasila dan

UUD NRI 1945, khususnya yang berkenaan de guasaan negara

dalam cabang-cabang produksi penting bagi neg menguasai hajat
hidup orang banyak. Fungsi sosial ini kharakteristik yang
membedakan BUMN dengan jenis perusai
J. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198 tang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berbagai perangkat h m\di"bidang ekonomi sebelum ini yang
berbasis kepada Kit -Undang Hukum Perdata dan Kitab
Undang-Undang Huku agang serta Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Penegak ukum materiil memerlukan hukum acara atau hukum
formil. Huku ara mMengatur cara agar hukum materiil dapat diterapkan
kepada s kWang memenuhi unsur yang diatur. Dengan demikian,
untuk akkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara
pidana, y erujuk kepada peraturan induk yang ada di dalam UU No. 8

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

da® aturan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan tersebut.
ukum Ekonomi Indonesia tidak hanya bersifat hukum perdata,
tetapi juga berkaitan erat dengan hukum Administrasi Negara, Hukum
Antar Wewenang, Hukum Pidana bahkan juga tidak mengabaikan

Hukum Publik Internasional dan Hukum Perdata Internasional.5! Oleh

51 Sunaryati Hartono, C.F.G., "Hukum tentang Pembangunan Indonesia", Penerbit
Bina Cipta, Bandung, Hal. 60
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karena hukum persaingan usaha merupakan bagian dari hukum ekonomi
maka dapat dikatakan pula bahwa hukum persaingan usaha juga
memiliki dimensi bidang hukum tata negara (lembaga dan instansi
resmi, pusat dan daerah seperti eksistensi Departemen dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dan eksistensi Komisi Pengawas
Persaingan Usaha); hukum administrasi negara (pelaksanaan peranan

dan kontrak di dalam kasus-kasus persaingan usaha);

kelembagaan tersebut); bidang hukum perdata (seperti eksistensi per%n
a

bidang pidananya.>52

KPPU berwenang menjatuhkan sanksi administrati ada pelaku
usaha yang melanggar Undang-undang Nomor 5 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat (UU Anti
Monopoli). Sanksi administratif diatur dalam yat (2) UU Anti
Monopoli. UU Anti Monopoli juga mengatur ndengenaigSanksi pidana. Pasal
48 menyebutkan mengenai pidana poko tara pidana tambahan
dijelaskan dalam Pasal 49. Berikut it pidana dalam UU anti

Monopoli

Pasal 48 QQ

(1) Pelanggaran tepr ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan
Pasal 14, Pa 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan

Pasal
Rp25.
Rp

ern

igncam pidana denda serendah-rendahnya

(dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
0.000 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan

enda selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8,
asal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-
Undang ini diancam  pidana denda serendah-rendahnya
Rp5.000.000.000 ( lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya
Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupialh), atau pidana

kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.

52 https:/ /www.kppu.go.id/docs/Makalah /persaingan_usaha.pdf
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(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini
diancam pidana denda serendah-rendahnya Rpl.000.000.000 (satu
miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp5.000.000.000 (lima miliar

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga)

bulan.

Pasal 49 \
Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undan ang Hukum
Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur da sal™48 dapat

dijatuhkan pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha; atau

b. larangan kepada pelaku us telah terbukti melakukan
pelanggaran terhadap undang-un i untuk menduduki jabatan
direksi atau komisaris sekugang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-

lamanya 5 (lima) tahun; at

c. penghentian ke atau tindakan tertentu yang menyebabkan

timbulnva ke an padg pihak lain.

Dalam ket tersebut tidak ada pengaturan yang jelas siapa yang
melaksan nyelidikan dan penyidikan terkait dengan terjadinya
tindaka i a. Kaidah hukum pidana dalam membuat peraturan
) ngilindangan ini kedepannya perlu digunakan agar terdapat

san dalam setiap pasal-pasalnya.

dapun tahapan pemeriksaan menurut KUHAP adalah penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum
biasa dan luar biasa, serta pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.
Dengan mengacu pada Pasal 36 huruf ¢ dan d undang-undang Anti
Monopoli yang memberikan kewenangan penyelidikan kepada KPPU, tetapi
tidak memberikan rincian wewenang dimaksud. Undang-undang tersebut

tidak menentukan upaya paksa yang dapat dilakukannya oleh penyelidik
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atas perintah penyidik, atau upaya paksa yang dapat dilakukan penyelidik
sendiri dalam keadaan mendesak dan perlu, dalam pelaksanaan
kewenangannya tersebut. Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Anti Monopoli, yang
menentukan bahwa pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa “wajib
menyerahkan alat bukti yang diperlukan” dan “dilarang menolak diperiksa,

menolak memberikan informasi yang diperlukan atau menghambat proses

tersebut merupakan pengaturan kewenangan penyelidikan g

bersifat “memaksa”, tetapi tidak dipersyaratkan bahwa hal at

penyelidikan dan atau pemeriksaan”. Dalam hal ini sekalipun ketﬁn

dilakukan atas perintah penyidik. Artinya, upaya pa ebagdimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU Anti li merupakan

kewenangan penyelidik yang sebenarnya menjadi angan penyidik

untuk kepentingan pro justicia dalam tahap pen

Dalam KUHAP istilah “bukti permulaan”fdigunalk
angka 14 KUHAP, dan
nakan untuk melakukan
Pasal 17 KUHAP. Kedua hal

tersebut merupakan domain keWenangan penyidik, dan bukan penyelidik,

n untuk penetapan

tersangka, sebagaimana dimaksud dalam
istilah “bukti permulaan yang cu

penangkapan, sebagaimana dimaksud d

sehingga adanya ketentuan pa ang-Undang Anti Monopoli tersebut

telah menyebabkan p hilangan “independensinya”. Padahal

pelaksanaan kewenangafyenyelidik dan penyidik, merupakan bagian dari

sistem peradilan, g dalam arti luas merupakan pelaksanaan kekuasaan
kehakiman, s aimaga diamanatkan Pasal 24 ayat (1) jo ayat (2) UUD
NRI tahun 494

D pengaturan mengenai pejabat “penyelidik” (Pasal 4 dan

5 KUHAP)Wdaff pengaturan tentang pejabat “penyidik” (Psal 6 s/d 12 KUHAP

¢

KOEIAP tentang “Penyidik dan Penuntut Umum”. Hal ini menunjukkan

Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik, dalam bab IV

bahwa penyelidik subordinat dari penyidik. Hubungan penyidik dan
penyelidik adalah hubungan atasan-bawahan, sehingga meraka berada
dalam susunan hirarkis, dimana pelaksanaan tugas dan kewenangan
penyelidikan sepenuhnya dipertanggungjawabkan penyelidik kepada

penyidik. Dalam rangka menjamin keterpaduan dalam pelaksanaan
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kewenangan penyelidik dan penyidik, kewenangan penyelidikan dan
penyidikan seharusnya diberikan pada instansi yang sama.

Berbeda halnya dengan UU Anti Monopoli, justru penyelidik dan
penyidik merupakan pejabat dari instansi yang berbeda. Penyelidik tindak
pidana dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah KPPU, sedangkan penyidiknya

menentukan atau tidak mendelegasikan kepada peraturan pe

dalah Penyidik Polri. Sementara undang-undang tersebut ﬁk
n

yang lebih rendah tentang syarat pendidikan/pelatihan, kepafig n,
maupun kompetensi penyelidik KPPU.

Terkait dengan ketentuan penggeledahan dan pe yang dimiliki
oleh penyidik, sebelum penggeledahan dan penyitaan dilakukan harus
mendapat izin dari ketua pengadilan negeri (Pas asal 38 KUHAP).
Hal ini berarti jika KPPU diberi kewenangarf oleh ang-undang untuk

melakukan penggeledahan dan penyitaa angan tersebut harus

sejalan dengan ketentuan yang ada di
K. Undang-Undang Nomor 1 @1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana/ Kitab Undang-\% um Pidana (KUHP)
u

Kitab Undang-Un m Pidana (KUHP) merupakan peraturan
perundang-undan yangymengatur mengenai perbuatan pidana secara

materiil di IndonesiaNPengaturan mengenai larangan praktek monopoli dan

persaingan us idak sehat dalam KUHP diatur dalam Pasal 382 bis
KUHP. Ada asal tersebut mengatur bahwa “Barang siapa untuk
elangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau

mendapditka,
p @milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk
esatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika
perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau
konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana
penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling
banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.”
Dengan demikian, keterkaitan antara KUHP dan RUU tentang
Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat adalah mengenai pengaturan pidana terkait perbuatan curang
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dalam usaha atau persaingan usaha tidak sehat. Lebih lanjut nantinya
RUU tentang Perubahan tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat juga akan mengatur lebih khusus mengenai
delik pidana terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
tersebut. Hal tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat yang lama. \

O
PN
&

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis
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Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional
melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi
ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku
usaha dan kepentingan umum. Di samping tujuan tersebut, sesuai dengan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit Undang-Undang
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha T1dak&hgat

juga menegaskan bahwa ada kebijakan persaingan yang berories

jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha bes )
usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Sistem ekonomi Indonesia tegas menyatakan ber an Pancasila
dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan. Keten
dalam Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun & eftyatakan bahwa:

in1 ditetapkan

nasional diselenggarakan berdasar ata mekhasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta®dengam menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasjona NRI Tahun 1945 juga memastikan
peran negara yang sa 1 4dalam mengelola perekonomian negara
sehingga demokrasi eko 1 dalam pemahaman Indonesia disusun sebagai
usaha bersama b sarkar’atas asas kekeluargaan dimana:

a. Cabang-ca produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat

hidup k dikuasai oleh negara;
b. kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
U% a dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
c. WPotensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan
sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan
umum,;
Dari pemahaman di atas, maka sudah jelas UUD NRI Tahun 1945
secara tegas sejak awalnya telah menginstruksikan bahwa ada cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup

orang banyak memang akan dikontrol dan dikuasai oleh negara. Negara
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wajib  melakukan proteksi terhadap bidang-bidang usaha atau
perekonomian tertentu dan pemerintah yang harus ditetapkan melalui
undang-undang. Penggunaan istilah dikuasai oleh negara mengindikasikan
keuntungan yang didapat harus ditujukan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
B. Landasan Sosiologis

Pada hakikatnya peraturan yang dibentuk salah satunya alah
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berb &(
Kebutuhan masyarakat itu tercermin dalam penelaahan fakta-fakfa sosial

@u g berbagai

lang mengenai

yang terjadi di lapangan ataupun empiris yang meng;
permasalahan sehingga perlu diatur. Kehadiran und
persaingan usaha tidak lepas dari fakta empiris bah ndakan-tindakan

@

pasar baik tindakan unilateral seperti penyalahgunaagfposisi monopoli atau

yang cenderung menegasikan persaingan anta u *usaha di dalam

tindakan kolusif seperti kartel dan pen harga akan berpotensi
mendatangkan kerugian secara sosial yarakat.

Kehadiran UU Nomor 5 Tahun4l999 egaskan bahwa setiap orang
yang berusaha di Indonesia hafus begada dalam situasi persaingan yang
sehat dan wajar sehingga tidak ulkan adanya pemusatan kekuatan
ekonomi pada pelaku aNtertentu. Menjaga kepentingan umum dan

mewujudkan iklim usah@#yang kondusif bagi seluruh pelaku usaha baik

besar maupun merupakan tujuan pengaturan undang-undang anti
monopoli dan saingan usaha. Hal-hal tersebut mencerminkan adanya
kebutuha la efiyataan sosial yang ada dalam masyarakat yang harus

diatur rupa agar benar-benar terwujud suatu persaingan usaha
kondusif bagi semua orang.

angan UU Nomor 5 Tahun 1999 dan implementasinya secara
empiris di lapangan senantiasa berhadapan dengan fakta-fakta ataupun
perkembangan baru dalam masyarakat secara empirik. Misalnya, pelaku
usaha nasional yang berhadapan dengan pelaku usaha global yang mana
seharusnya undang-undang mampu menjangkau pelaku usaha yang
berdomisili hukum di luar wilayah Indonesia. Perkembangan pasar ekonomi
digital yang marak di masyarakat juga dipandang penting untuk

diantisipasi dan diawasi. Post merger notification dipandang masih
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menimbulkan potensi kerugian pelaku usaha semestinya diganti dengan pre
merger notification. Pengenaan sanksi admininstratif di lapangan yang
menggunakan nilai nominal besaran tertinggi dalam rupiah dipandang
tidak efektif sehingga perlu diganti menjadi prosentase terhadap nilai
penjualan. Kebijakan Leniency Program juga menjadi strategi yang efektif

dalam membongkar kartel dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam

di

perhatian untuk dilindungi. Reformulasi kewenangan KPPU juga rluKan

jangka panjang. Makin kencangnya perkembangan UMKM yang gawan
didominasi secara tidak wajar oleh pelaku usaha besar juga per X
karena mengalami berbagai tantangan dalam imp tasinya di
masyarakat. Artinya bahwa UU No. 5 Tahun 1999 per k terus dikaji
dari waktu ke waktu apakah masih menjawab perkembafigan masalah dan
kebutuhan masyarakat.

Kemudian di lapangan, KPPU telah nang kurang lebih 358
jumlah putusan KPPU

san.> Putusan mengenai

artel Fuel Surcharge, Kartel
Farmasi, dan juga Kartel SMS lahWpeberapa contoh kerja konkrit KPPU
selaku penegak hukum pergsaingan® PU juga telah menyampaikan total
sekitar 233 saran perti epada pemerintah pusat dan daerah di

berbagai sektor selama ode 2001-2019.5*% Dampaknya adalah beberapa

sektor tertentu erti telekomunikasi dan transportasi udara telah
menunjukkan ba positif.

Pada irnyd, pengaturan mengenai anti monopoli dan persaingan
usaha tid ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat,
trangpara an, non diskriminatif, wajar, dan berkeadilan bagi semua

a dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk
bartisipasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif dan

bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

C. Landasan Yuridis

53 Laporan Tahunan 2019, KPPU RI, hal. 38.
54 Ibid, hal.51.
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UU No. 5 Tahun 1999 telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berlaku
sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. UU No. 5 Tahun 1999 telah
banyak memberikan arti positif bagi perbaikan iklim berusaha yang lebih
sehat dibandingkan sebelum diberlakukan undang-undang ini. Dengan
keberlakuan UU No.5 Tahun 1999, sedikit demi sedikit mampu
mengembalikan kepercayaan pelaku usaha terhadap pemerintah @untuk
mewujudkan iklim usaha yang sehat dan kondusif, yang dapat x

n

jaminan adanya kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelak@ usaha,

tanpa melihat besar kecilnya skala usaha mereka.
Hanya saja dalam implementasinya, UU No. 5 Tah dirasa masih

belum mampu menjawab perkembangan, permasala dan kebutuhan

hukum dalam penyelengaraan larangan prakte i dan persaingan

usaha tidak sehat di Indonesia, sehingga hafus di . Adapun beberapa

permasalahan yuridis terkait dengan impl i UU No. 5 Tahun 1999
yaitu, pertama: definisi “pelaku usah rang jelas, sehingga tidak
dapat menjangkau atau tidak at berikan kewenangan dalam

penegakan hukum persaingan ahay khususnya terhadap praktek anti
persaingan yang dilakukan_ole usaha yang berdomisili hukum di
luar wilayah Indonesi i gpraktek anti persaingan usaha yang
dilakukan oleh pelak saha tersebut berdampak bagi pasar dan
perekonomian In sia.

turaryyang kurang tepat di dalam UU No. 5 Tahun 1999

efftang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, yaitu diberlakukannya

pasca-merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, yang

(merger,
rezim, not

ahwa sebuah merger selambat-lambatnya dilaporkan 30 (tiga
pultith) hari sejak tanggal merger tersebut berlaku efektif. Dengan
pemberlakuan rezim notifikasi pasca-merger dapat dimungkinkan KPPU
memerintahkan pelaku-pelaku usaha yang telah melakukan merger untuk
berpisah kembali karena merger tersebut dinilai anti persaingan.
Pemberlakuan notifikasi pasca-merger tersebut sangatlah merugikan
pelaku usaha, di mana hampir seluruh yurisdiksi hukum persaingan usaha

di negara-negara lain memberlakukan notifikasi pra-merger.
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Ketiga: ketidakjelasan status dan kedudukan dalam sistem
ketatanegaraan terhadap kelembagaan yang mempunyai kewenangan
menjalankan penegakan hukum terhadap larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat (penyelidikan, penuntutan, dan sekaligus
sebagai pengadilan), yang berimplikasi pada pelaksanaan fungsi, tugas,
dan wewenangnya. Selain itu, dalam kelembagaan KPPU juga belum diatur

secara komprehensif status anggota KPPU, proses rekrﬁl,

pengangkatan dan pemberhentian, penggantian antar waktu, ,
penegakan kode etik, serta kelembagaan pendukungnya.

Keempat. pengaturan yang belum komprehensif men mekanisme
dan tata cara penyelesaian perkara persaingan usah rti pelaporan,

penyelidikan, pengambilan alat bukti, pemeriksaan pe , saksi, terlapor,

dan ahli, alat bukti dan sistem pembuktian, p @
dan eksekusi putusan di KPPU, mengingat s$tatus KPPU sebagai lembaga

semi-peradilan yang diatur dalam UU No. 1999. Selain itu, belum

yant, upaya hukum,

diatur juga mengenai perlindungan da 6 c
yang memberikan informasi kepad KPP

dalam penegakan hukum laran praktik monopoli dan persaingan usaha

gaan kepada saksi pelapor

rsoalan yang begitu komplek

tidak sehat telah berimplikasi pada™idak efektifnya pelaksanaan tugas dan
kewenangan yang dia tRan goleh undang-undang serta banyaknya
putusan lembaga tidak ksanakan oleh para pihak; kelima: masuknya
Indonesia ke da Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, dimana

setiap negara gotay ASEAN, termasuk di dalamnya Indonesia, wajib
mematuhi %mplementasikan MEA pada tahun 2015. Salah satu
tujuan a% tum dalam cetak biru MEA adalah terciptanya kawasan
ekong@mi ompetitif di mana salah satu elemen pentingnya adalah
rsaingan usaha.

eenam: perubahan struktur pasar saat ini yang semula offline menjadi
online atau berbentuk platform digital. Platform digital bersifat dua sisi (two
sided market) dan bahkan multi market yang struktur pasarnya berbeda
dengan yang konvensional yang mana platform digital ini bersifat tanpa
batas dan dapat diakses seluruh orang di dunia. Terdapat potensi

pelanggaran persaingan usaha mengingat maraknya platform pasar digital

ataupun persaingan usaha yang bersifat e-commerce. Pelanggaran
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persaingan usaha tersebut tidak dapat disamakan dengan pelanggaran
persaingan usaha yang sifatnya konvensional. Perlu terobosan/pendekatan
baru yang harus diformulasikan dengan tepat untuk menangkal kartel dan
persekongkolan di pasar digital. Terakhir, ketujuh: dalam pembuatan
kebijakan, pemerintah seharusnya mendorong iklim usaha yang sehat,
efisien, dan kompetitif sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi setiap
warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi, pemﬁn
o

g
terjadinya iklim usaha yang tidak sehat, tidak efisien, dan tidak petitif

barang, dan jasa. Namun yang terjadi adalah pemerintah malah

melalui pembuatan kebijakan yang hanya menguntu @ orang dan
kelompok tertentu saja, yang mengakibatkan timbuln

dan persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, UU No. 5 Tahun 1999 rasanya p uk disempurnakan
agar mampu menjawab persoalan yuridis di @tas, gga permasalahan,
perkembangan, dan kebutuhan hu lam  penyelenggaraan
pemerintahan di bidang praktik anti i dan larangan persaingan
usaha tidak sehat dapat terselengg de baik.

BAB V
AN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
Q MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. ankauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dari penyusunan NA dan RUU tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah bahwa pembangunan
nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan
kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
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dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang
tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
didasarkan pada pemikiran bahwa hukum persaingan usaha merupakan
salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Melalui hukum
persaingan usaha, Pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat
antar pelaku usaha di dalam pasar. Persaingan usaha yang sehafakan
memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebi xk
pilihan produk barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.

Arah Pengaturan dari penyusunan NA dan RUU t

Undang-Undang

1g Larangan

Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak merupakan
penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan da

Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:

a. perluasan pengertian Pelaku Usaha ag pe an hukum dapat
menjangkau Pelaku Usaha yang berd i, bukum di luar wilayah
Indonesia yang perilakunya me i §Wdampak bagi pasar dan

perekonomian Indonesia;

b. perubahan tentang pengatuhan mberitahuan penggabungan atau
peleburan badan wusaha, a pengambilalihan saham, menjadi
dilakukan pada saa penggabungan atau peleburan badan
usaha, pengambila aset, pengambilalihan saham, atau
pembentukan a patunhgan tersebut terjadi;

c. pengaturan gmengenai mekanisme dan tata cara penyelesaian perkara
persain a,;

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya KPPU;

enda sanksi administratif yang semula menggunakan nilai

menjadi persentase terhadap nilai penjualan dan/atau nilai

ansaksi;

f. pemindahan ketentuan tentang persekongkolan ke dalam bab perjanjian
yang dilarang; dan

g. tidak dimasukannya perjanjian yang berkaitan dengan hak atas
kekayaan intelektual dan perjanjian yang berkaitan dengan waralaba
sebagai hal yang dikecualikan dari ketentuan Larangan Praktik Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya,

terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam RUU tentang

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain:

a. pengaturan mengenai pengampunan dan pengurangan hukuman
(leniency program);

b. pengaturan terkait dengan larangan penyalahgunaan posisi tawar yang

dominan oleh Pelaku Usaha; \

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

Dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli rsaingan Usaha
Tidak Sehat memuat beberapa definisi, istilah, da pengertian yang
meliputi:

1. Praktik Monopoli adalah pemusatan k tan ekonomi oleh satu atau

lebih pelaku wusaha yang meng an dikuasainya produksi

dan/atau pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga

menimbulkan persaingan usahaytidak sehat dan dapat merugikan

kepentingan umum.

2. Persaingan Usaha Tid ehaf adalah persaingan antar-Pelaku Usaha

dalam menjalanka iat produksi dan/atau pemasaran barang

dan/atau jasag¥ang W@ilakukan dengan cara tidak jujur, melawan
hukum, atau me ambat persaingan usaha.

3. Pelaku Usa alah setiap orang perseorangan atau badan usaha
berbegtukbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkédu n baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta baik

iri Jnaupun bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah hukum
gara Republik Indonesia yang berdampak di pasar bersangkutan.

4. musatan Kekuatan Ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas
suatu Pasar bersangkutan oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang
dapat menentukan harga barang dan/atau jasa.

5. Posisi Dominan adalah keadaan dimana Pelaku Usaha tidak mempunyai
pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan

pangsa Pasar yang dikuasai atau keadaan Pelaku Usaha mempunyai

posisi tertinggi di antara pesaingnya di Pasar bersangkutan dalam
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kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan
atau penjualan, dan serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan
atau permintaan barang atau jasa tertentu.

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih
Pelaku Usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih Pelaku
Usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan Pelaku Usaha lain

dengan nama apa pun baik tertulis maupun tidak tertulis.
7. Persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan o xu

Usaha dengan Pelaku Usaha lain dan/atau pihak yang terk

Pelaku Usaha lain dengan maksud untuk asai ' pasar
bersangkutan bagi kepentingan Pelaku Usaha yang ongkol.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi yang para pemb an penjual baik

secara langsung maupun tidak langsung d4 @Q‘ ukan transaksi

perdagangan barang dan/atau jasa.

9. Pasar Bersangkutan adalah Pasar dim%ng dan/atau jasa yang
sama, sejenis, atau substitusi di Pelaku Usaha di wilayah
pemasaran.

10. Pangsa Pasar adalah prose¢ftaseWYpenguasaan barang dan/atau jasa
tertentu yang dikuasai oleh Pela saha di Pasar Bersangkutan dalam

tahun kalender terte

11. Harga Pasar adalah ga yang terbentuk dalam interaksi permintaan

dan penawar&sar.

12. Konsumen gadalahWgetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedi %syarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
ora % maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

iper: kan.
adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud,
aik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun
tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan,
atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.

14.Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau

hasil kerja yang dicapai dan yang diperdagangkan oleh satu pihak ke

pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau

Pelaku Usaha.
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15. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk
mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar
tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat.

16. Majelis Komisi adalah majelis yang bertugas memeriksa dan memutus
perkara di KPPU.

17. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak yang terkait dengan
Pelaku Usaha lain yang diduga melakukan pelanggaran. \

18. Leniensi adalah pengampunan dan/atau pengurangan hu n bagi

Pelaku Usaha yang mengakui dan/atau melaporkan pe annya.
19. Pengadilan Niaga adalah pengadilan sebagaima aksud dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan @
nt

berbadan hukum maupun yang tidak berb&da

ofporasi, baik yang

m.

2. Asas dan Tujuan

Bab ini mengatur men Pglaku Usaha di Indonesia dalam

menjalankan kegiatan usa ya Yberasaskan demokrasi ekonomi dengan

memperhatikan kesei an "antara kepentingan Pelaku Usaha dan

kepentingan umu engatidran mengenai Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usah idak Sehat bertujuan untuk: menjaga kepentingan
a

umum dan m tkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu

upaya untuk ingkatkan kesejahteraan rakyat; mewujudkan iklim usaha
yang kondusif gnelalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga
m @anya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi Pelaku

: mencegah Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak
Sehag yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha; dan terciptanya efektivitas dan
efisiensi dalam kegiatan usaha.

3. Perjanjian Yang Dilarang

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha

pesaingnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi
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dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau
Jasa, sebagaimana dimaksud. Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha

menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu

jenis Barang atau Jasa tertentu.
Penetapan Harga \
Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pela a
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu Baran /atad Jasa
yang harus dibayar oleh Konsumen atau pela pada Pasar
Bersangkutan yang sama. Ketentuan sebagaimana di ud tidak berlaku
bagi:
a. suatu Perjanjian yang dibuat dalam su usa atungan; atau
b. suatu Perjanjian yang didasarkan pa%g-undang yang berlaku.
Pelaku Usaha dilarang membuat jiafy dengan Pelaku Usaha lain
yang mengakibatkan pembeli yang, satu us membayar dengan harga

yang berbeda dari harga yan ar dibayar oleh pembeli lain untuk
Barang dan/atau Jasa yang,sam

Pelaku Usaha dilar uat Perjanjian dengan Pelaku Usaha
pesaingnya untuk men an harga di bawah Harga Pasar yang dapat

mengakibatkan teffjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

Pelaku %rang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain
yang yaratan bahwa penerima Barang dan/atau Jasa tidak
akav% atau memasok kembali Barang dan/atau Jasa yang

i , dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
dip€rjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli
dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha
pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi
Pasar terhadap Barang dan/atau Jasa sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemboikotan
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Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian, dengan Pelaku Usaha
pesaingnya, yang dapat menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan
usaha yang sama, baik untuk tujuan Pasar dalam negeri maupun Pasar
luar negeri.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha
pesaingnya, untuk menolak menjual setiap Barang dan/atau Jasa dari
Pelaku Usaha lain sehingga berakibat: merugikan atau dapat didugﬁ

a

merugikan Pelaku Usaha lain; atau membatasi Pelaku Usaha

menjual atau membeli setiap Barang dan/atau Jasa d ar
Bersangkutan.
Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian de elaku Usaha

pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi ha engan mengatur

produksi dan/atau pemasaran suatu Barang dan a

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjidn de B

&

Pelaku Usaha lain

untuk melakukan kerja sama dengan me gabungan perusahaan

atau perseroan yang lebih bes n tetap menjaga dan

mempertahankan kelangsungan hidup ng-masing perusahaan atau
perseroan anggotanya, yan ertUjuan untuk mengontrol produksi
dan/atau pemasaran at dan/atau Jasa sehingga dapat
mengakibatkan terjadin tik' Monopoli dan/atau Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

Pelaku Usah ilarang” membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha
pesaingnya y befgujuan untuk secara bersama-sama menguasai
imaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas

Jasa dalam Pasar Bersangkutan sehingga dapat

terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha

menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud
pada Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha, apabila 2 atau 3 pelaku
usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar
satu jenis Barang atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan Pelaku Usaha lain

yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau
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Jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali Barang dan/atau
Jasa tersebut kepada pihak tertentu dan/atau pada tempat tertentu.

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian dengan pihak lain yang
memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima Barang dan/atau Jasa
tertentu harus bersedia membeli Barang dan/atau Jasa lain dari Pelaku
Usaha pemasok.

at

Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanjian mengenai hargay atau
potongan harga tertentu atas Barang dan/atau Jasa, yan x

persyaratan bahwa Pelaku Usaha yang menerima Barang dan u Jasa

dari Pelaku Usaha pemasok: harus bersedia membeli Bara n/atat Jasa

lain dari Pelaku Usaha pemasok; atautidak akan mem ang dan/atau
Jasa yang sama atau sejenis dari Pelaku Usaha lain menjadi pesaing
dari Pelaku Usaha pemasok.
Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri
Pelaku Usaha dilarang membuat Perjanji gan pihak lain di luar
negeri yang memuat ketentuan ya mengakibatkan terjadinya

Praktik Monopoli dan/atau Persaingan U Tidak Sehat.

Persekongkolan
Pelaku Usaha dilarang inel persekongkolan dengan pihak lain
untuk mengatur dan/at kan pemenang tender atau lelang.

Pelaku Usaha dilarafgfmelakukan persekongkolan dengan pihak lain
untuk mendap n inférmasi kegiatan usaha pesaingnya yang
diklasifikasikamsebagairahasia perusahaan.

Pelaku a rang melakukan persekongkolan dengan pihak lain
untuk % t produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau Jasa
Pelalgu U esaingnya dengan maksud agar Barang dan/atau Jasa yang

atau dipasok di Pasar Bersangkutan menjadi berkurang baik

Sanksi Administratif
Pelaku Usaha yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa:
peringatan tertulis; pembatalan Perjanjian; pengenaan denda paling
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan oleh—dari
Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran dan Pasar

Bersangkutan; rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang
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menerbitkan izin usaha; dan/atau publikasi para pihak dalam daftar hitam
Pelaku Usaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana

dimaksud diatur dalam Peraturan KPPU.

4. Kegiatan Yang Dilarang \n
Pelaku Usaha dilarang melakukan kegiatan dengan Pelaku a

yang bertujuan menguasai produksi sejumlah produk yang asukydalam
rangkaian produksi Barang dan/atau Jasa tertentu a setiap
rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan ata sYanjutan, baik
dalam satu rangkaian langsung maupun tidak o sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli danjg Persaingan Usaha

Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan p ‘ aan atas produksi dan/atau

O

pemasaran Barang dan/atau Jasa gga dapat mengakibatkan

terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Pe€rsaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku Usaha patut diduga iafiggap melakukan penguasaan atas
produksi dan/atau pemaSaran YBarang dan/atau Jasa sebagaimana
dimaksud apabila:

a. Barang dan/afau JaSa yang bersangkutan belum ada substitusinya;

b. mengakibatkamy Pelaku Usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaing ha Barang dan/atau Jasa yang sama; atau

c. satu P Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai
lebih dari’50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang

@asa tertentu.

laku Usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi

pe li tunggal atas Barang dan/atau Jasa dalam Pasar Bersangkutan

sehingga dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik

sendiri maupun bersama Pelaku Usaha lain, sehingga dapat mengakibatkan

terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

berupa:
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a. menolak dan/atau menghalangi Pelaku Usaha tertentu untuk
melakukan kegiatan usaha yang sama pada Pasar Bersangkutan;

b. menghalangi Konsumen atau pelanggan Pelaku Usaha pesaingnya untuk
tidak melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaingnya itu;

c. membatasi peredaran dan/atau penjualan Barang dan/atau Jasa pada
Pasar Bersangkutan; dan/atau

d. melakukan praktik diskriminasi terhadap Pelaku Usaha tertentu. \

Pelaku Usaha dilarang melakukan pemasokan Barang dan u Jasa
dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan har gat fendah
dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematik a pesaingnya

dan/atau menciptakan hambatan masuk bagi Pelak aha potensial di

Pasar Bersangkutan sehingga dapat mengakik ﬂ%
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sg¢hat.

Pelaku Usaha dilarang melakukan kecu

térjadinya Praktik

alam menetapkan biaya
produksi dan/atau biaya lainnya yang q@ , agian dari komponen harga
Barang dan/atau Jasa yang dapat gakibatkan terjadinya Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan hafidak Sehat.

Pelaku Usaha yang melangga etentuan Kegiatan Yang Dilarang
dikenakan sanksi admini t pa:

a. peringatan tertulis]

b. penghentia giatan;

c. penetap embayaran ganti rugi;
d. pen andenda paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai
P leh Pelaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu
el an dan Pasar Bersangkutan;
r endasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang

menerbitkan izin usaha; dan/atau
£ publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha,;
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan
sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan KPPU.

81



NA RUU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
28 September 2020

5. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Pelaku Usaha dianggap memiliki Posisi Dominan jika 1 (satu), 2 (dua),
atau 3 (tiga) Pelaku Usaha atau 1 (satu) kelompok Pelaku Usaha menguasai
50% (lima puluh persen) atau lebih Pangsa Pasar satu jenis Barang
dan/atau Jasa tertentu di Pasar dengan hambatan Pasar yang tinggi dan
daya tawar pembeli rendah. Pelaku Usaha baik secara langsung maupun
tidak langsung dilarang:

a. menetapkan syarat perdagangan dengan tujuan untuk
dan/atau menghalangi Konsumen dalam memperoleh B g /atau

Jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualita

b. membatasi Pasar dan mengembangkan teknologi; d
c. menghambat Pelaku Usaha lain yang berpote di pesaing untuk
memasuki Pasar Bersangkutan, baik mengguna kuatan keuangan,

kekuatan jaringan, kekuatan teknologi, atau pra

sehat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengut @ Pangsa Pasar diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggagakan "urusan pemerintahan di bidang
Perdagangan.

Setiap orang yang mengduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris

dari suatu perusahaan tu yang bersamaan dilarang merangkap

menjadi direksi atad” komiSaris pada perusahaan lain yang mengakibatkan

terjadinya Posisi Dominan apabila perusahaan tersebut:

a. berada dala ar Bersangkutan yang sama;
b. memil% kaitan yang erat dalam bidang dan/atau jenis usaha;
dan /Mata

C. g8c@ara Persama dapat menguasai Pangsa Pasar Barang dan/atau Jasa
tentu.

Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa
perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang
sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha
yang sama pada Pasar Bersangkutan yang sama yang mengakibatkan
terjadinya Posisi Dominan dan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan

Usaha Tidak Sehat, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:
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a. satu Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha menguasai lebih

dari 50% (lima puluh persen) Pangsa Pasar satu jenis Barang dan/atau

Jasa tertentu; atau

b. dua atau tiga Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha menguasai

lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) Pangsa Pasar satu jenis
Barang dan/atau Jasa tertentu.

Pelaku Usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan

Xk

Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelaku Usahagdilarang

badan usaha yang mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan d

melakukan pengambilalihan saham, pengambilali asetatau
pembentukan usaha patungan apabila tindak sebut. yang

mengakibatkan terjadinya Posisi Dominan dan Prakti nopoli dan/atau

Persaingan Usaha Tidak Sehat Ketentuan 4%
penggabungan atau peleburan badan usaha fang dilaf
mengenai  pengambilalihan  saham, ilalihan asset atau
craturan KPPU.

penggunaan posisi dominan

njut mengenai

ang) dan ketentuan

pembentukan usaha patungan diatur d@
Pelaku Usaha yang melanggagkete
dikenakan sanksi administratif, €anksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian penyal sisi Dominan;
c. penolakan atas pemEgabungan atau peleburan badan wusaha,
pengambilali saham, pengambilalihan aset atau pembentukan

usaha pat an;

d. pembatalan \gat penggabungan atau peleburan badan usaha,
penga n saham, pengambilalihan aset atau pembentukan
aha gan yang tidak melalui persetujuan KPPU;

an denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai penjualan dari
elaku Usaha pelanggar dalam kurun waktu pelanggaran;

f. pengenaan denda 25% (dua puluh lima persen) dari nilai transaksi
Pelaku Usaha atas pelanggaran penggabungan atau peleburan badan
usaha, pengambilalihan saham, pengambilalihan aset atau
pembentukan usaha patungan yang tidak melalui persetujuan KPPU;

g. rekomendasi pencabutan izin usaha kepada lembaga yang menerbitkan

izin usaha; dan/atau
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h. publikasi para pihak dalam daftar hitam Pelaku Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi

administrasi diatur dalam Peraturan KPPU.

6. Penyalahgunaan Posisi Tawar yang Dominan

Bab ini mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang menggunakan posisi
tawar yang dominan untuk disalahgunakan dalam Perjanjian kemitraan

dengan Pelaku Usaha lain. Ketentuan lebih lanjut engenai

diatur dengan Peraturan KPPU.

Pelaku Usaha yang melanggar dikenakan sanksi ad if berupa:

peringatan tertulis; pembatalan Perjanjian; penghe
Posisi Dominan; penghentian penyalahgunaan p

pengenaan denda paling rendah denda paling tin

yang menerbitkan izin usaha; publik
Pelaku Usaha; dan/atau penghentiafjkegiatan atau tindakan tertentu yang
menyebabkan timbulnya keru da'pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut “wmenggnai kriteria dan tata cara pengenaan

sanksi administrasi dia la eraturan KPPU.

7. Komisi P was Persaingan Usaha
Unt sanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Larangan

Pr Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuk KPPU.

melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU bersifat
independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan/atau pihak
manapun, serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KPPU berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau daerah khusus pusat ekonomi dan bisnis Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Substansi ini masih bersifat alternatif karena masih menunggu
perkembangan dan disinkronkan dengan RUU Ibu Kota Negara (RUU IKN).
Dalam hal diperlukan, KPPU dapat mendirikan kantor perwakilan KPPU di
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tingkat provinsi, yaitu dalam hal berdasarkan pertimbangan KPPU dirasa
perlu untuk membentuk perwakilan di suatu provinsi berdasarkan
pertimbangan kondisi geografis, kemudahan dalam berkoordinasi,
banyaknya beban perkara, dan aktivitas ekonomi yang berpotensi
mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, KPPU dibantu
oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
KPPU mempunyai tugas mengawasi dan menegakkan huku xn

Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Seha m

menjalankan tugasnya, KPPU mempunyai fungsi:
a. mencegah dan mengawasi terjadinya Praktik oli dan/atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat;
b. menegakkan hukum larangan Praktik Mo
Usaha Tidak Sehat; dan
c. memberikan pertimbangan dan sar a Pemerintah terhadap
kebijakan Pemerintah yang b dengan Praktik Monopoli

dan/atau Persaingan Usaha TRidak

\

Tugas di atas dilap Wa berkala kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Re ik Indonesia. Dalam melaksanakan fungsi
mencegah dan m wasi térjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan
Usaha Tidak Sehat, KPRU berwenang:

kajian dan pemantauan terhadap Pelaku Usaha atau

laku Usaha yang menguasai Pangsa Pasar dalam jumlah
ang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli
tau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

. meminta dan mendapatkan data dan informasi mengenai struktur
industri dan kinerja industri dari instansi pemerintah dan/atau
Pelaku Usaha;

c. menetapkan sistem pelaporan terhadap kinerja industri dan/atau

Pelaku Usaha yang dipantau;
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d. melakukan penelitian tentang kegiatan usaha dan/atau tindakan
Pelaku Usaha yang berpotensi mengakibatkan terjadinya Praktik
Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;

e. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi berkaitan dengan nilai-
nilai persaingan usaha yang sehat;

f. melakukan kerjasama dengan lembaga negara dan instansi terkait
baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pencegahan
Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat; \

g. menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaita engan

undang-undang ini.

h. melakukan sosialisasi, advokasi, dan edukaSi lam rangka
pencegahan Praktik Monopoli dan/atau Pers n Usaha Tidak
Sehat.

Anggota KPPU terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap ;

b. 1 (satu) orang wakil ketua megangk ggota; dan
c. 7 (tujuh) orang anggota.
Anggota KPPU dipilih, ole

Indonesia. Masa jabata

an Perwakilan Rakyat Republik
PPU adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk atu) kali masa jabatan. Ketua dan Wakil Ketua

KPPU dipilih ole ewan
masa jabatan Silima hun. Anggota KPPU bersifat kolektif dan kolegial.
:
m

erwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk

Anggota K pejabat negara. Apabila masa jabatan anggota KPPU

berakhi diangkat anggota KPPU untuk periode selanjutnya,
mas@a anggota KPPU dapat diperpanjang paling lama 6 (enam)

\¢

Anggota KPPU adalah penanggung jawab yang memimpin dan

mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang KPPU. Anggota
KPPU secara kolektif kolegial mewakili KPPU di dalam dan di luar
pengadilan. Anggota KPPU dapat menyerahkan kewenangan mewakili
kepada satu atau lebih anggota KPPU, dan/atau kepada pejabat KPPU atau

pihak lain untuk mewakili KPPU yang khusus dikuasakan untuk itu.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pemberian kuasa
kepada pejabat KPPU atau pihak lain diatur dalam Peraturan KPPU.
Anggota KPPU dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon
anggota KPPU yang diusulkan oleh Presiden. Calon anggota KPPU yang
diusulkan Presiden diseleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk dengan
Keputusan Presiden paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya

masa jabatan anggota KPPU yang lama. Ketentuan mengenai tata cara
seleksi anggota KPPU diatur dalam Peraturan KPPU. \

Setiap warga negara Indonesia berhak mendaftarkan

anggota KPPU. Calon anggota KPPU harus memenuhi q

enjadi calon

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling renddb at puluh) tahun

dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahu

c. setia kepada Pancasila dan Undan Dasar Negara republik
Indonesial945; @

d. beriman dan bertagwa kepadaTuh ng Maha Esa;

e. jujur, adil dan berkelakuafjjbaik}

f. bertempat tinggal di wilay ra Kesatuan Republik Indonesia;
g. berpengalaman d i g usaha atau mempunyai pengetahuan

dan keahlian di bi hukum dan/atau ekonomi;
h. tidak bera alam satu ikatan perkawinan dengan sesama anggota
KPPU;

idana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

uatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
cam dengan pidana penjara S (lima) tahun atau lebih;
ernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak memegang jabatan di
pemerintahan; dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah serta suatu badan usaha.
Sebelum menduduki jabatannya, seluruh anggota KPPU harus
mengangkat sumpah menurut agama atau mengucapkan janji sesuai
kepercayaannya di hadapan Presiden. Pengucapan sumpah atau janji

dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
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tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden yang berisi pengangkatan dan
penetapan anggota KPPU. Anggota KPPU tidak dapat diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir, kecuali:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau
diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas leb¢h dari
6 (enam) bulan berturut-turut; b\
d. tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPU lebih d

bulan berturut-turut tanpa alasan dapat

dipertanggungjawabkan;
e. memiliki hubungan keluarga sampai eraQedua dan/atau
af

semenda dengan anggota KPPU lainnya d a satu pun yang
mengundurkan diri dari jabatannya;

f. melanggar kode etik; dan/atau

g. tidak lagi memenuhi salah satu agaimana dimaksud dalam
Pasal 47.

Pemberhentian diusulkan oleh, KPP¥ kepada Presiden untuk ditetapkan

dalam Keputusan Presid
Dalam hal anggota erhentikan dilaksanakan penggantian
anggota KPPU antarwa sesuai dengan perolehan suara pada saat

pemilihan anggo KPPU.” Anggota KPPU pengganti diangkat untuk

menggantikan atanWanggota KPPU yang diberhentikan dan melanjutkan

sisa masa %ﬁxggota KPPU yang digantikan. Penggantian anggota

KPPU d%\ kan apabila sisa masa jabatan anggota KPPU yang
urang dari 1 (satu) tahun.

dibe
gal ketua KPPU diberhentikan, wakil ketua KPPU menggantikan

kettia KPPU yang berhenti. Wakil ketua KPPU yang menggantikan ketua
KPPU atau diberhentikan, jabatan wakil ketua digantikan oleh anggota
KPPU yang memperoleh suara terbanyak setelah wakil ketua KPPU pada
saat pemilihan Anggota KPPU. Dalam hal Ketua dan wakil ketua KPPU
diberhentikan, ketua dan wakil ketua KPPU diisi oleh anggota KPPU yang

memperoleh suara terbanyak berikutnya pada saat pemilihan anggota
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KPPU. Penetapan ketua dan/atau wakil ketua pengganti dengan Keputusan
Presiden.
Anggota KPPU dilarang:
a. memiliki benturan kepentingan di perusahaan yang diawasi oleh
KPPU;

b. Antar anggota KPPU dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai

derajat kedua dan semenda.
c. menjadi pengurus dari organisasi pelaku atau asosiasi peri &n

dan perdagangan; dan/atau

d. menjadi anggota partai politik.
Jika antar anggota KPPU terbukti memiliki hubu luarga, salah
seorang di antara mereka wajib mengundurkan diri Qj)atannya dalam

nyai hubungan

waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terb (%
keluarga. Dalam hal anggota KPPU yang ferbuktigmemiliki hubungan

keluarga tidak mengundurkan diri, seluruh KPPU yang mempunyai

hubungan keluarga diberhentikan dari a oleh Presiden.
Pengambilan keputusan dilaksagakan alui rapat anggota KPPU yang
dipimpin oleh ketua KPPU. Dalafa hal ketua KPPU berhalangan, wakil ketua
KPPU memimpin rapat KPPU. Wa hal ketua dan wakil ketua KPPU
berhalangan, berdasark e atan anggota KPPU, salah satu anggota
KPPU ditunjuk untuk memdimpin rapat KPPU. Rapat KPPU dinyatakan sah

apabila dihadiri pafing sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota KPPU.

Pengambilan utu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mencapai akaf. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak
tercapai n ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Setiap rapat
KPP dib salah rapat KPPU yang ditandatangani oleh semua anggota

g hadir. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
petlyelenggaraan rapat KPPU diatur dengan Peraturan KPPU.
ntuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPPU,
dibentuk kesekretariatan KPPU. Dalam melaksanakan tugasnya,
kesekretariatan KPPU berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada anggota KPPU. Kesekretariatan KPPU terdiri dari Sekretariat
Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan kedeputian yang

dipimpin oleh deputi. Sekretaris Jenderal dan deputi sebagaimana diangkat
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dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua KPPU. Syarat dan tata
cara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal dan deputi
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang aparatur sipil negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi,
tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja kesekretariatan KPPU diatur dengan

Peraturan Presiden.

8. Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi \
KPPU menetapkan dan menegakkan kode etik se jenisNsanksi.

Kode etik disusun oleh KPPU, berisi norma yang ha ipatuhi oleh
anggota KPPU selama menjalankan tugasnya unt njaga martabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas KPPU. San

a. peringatan tertulis;

b. rekomendasi pemberhentian sementara gebagai anggota KPPU;

c. rekomendasi pemberhentian den mat sebagai anggota KPPU;

atau

d. rekomendasi pemberhentian déggan tfidak hormat anggota KPPU.
Untuk menegakkan

yang bersifat ad hoc. Kea n majelis kehormatan terdiri dari:

a. 1 (satu) orang un g

b. 2 (dua) orangginsur profesional; dan

c. 2 (dua) orang ur akademisi.

Unsu ota KPPU yang duduk di majelis kehormatan
sebagadma imaksud pada ayat (3) huruf a tidak sedang menangani
perk. i U yang diadukan. Majelis kehormatan bertugas:

enerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran

kode etik oleh anggota KPPU;
melakukan investigasi dan verifikasi, serta pemeriksaan atas
pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik
oleh anggota KPPU;

c. menetapkan putusan; dan

d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk
ditindaklanjuti.

Majelis kehormatan berwenang:
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a. memanggil anggota KPPU yang diduga melakukan pelanggaran kode
etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait
untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau
bukti lain;

c. memberikan sanksi kepada anggota KPPU yang terbukti melanggar

kode etik; dan
d. rekomendasi tentang pemulihan nama baik anggota KPPU t x

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan e
penegakan kode etik serta jenis sanksi dan pembentu eanggotaan,
dan tata cara persidangan majelis kehormatan di am Peraturan
KPPU

9. Anggaran Q

‘ gafan Pendapatan dan Belanja
3 @ dapatan dan Belanja Negara

pendanaan KPPU dapat berasal darisumbeér dana lain yang sah dan tidak

Pendanaan KPPU bersumber dari

Negara, selain pendanaan dari Anggar

mengikat sesuai dengan keten eraturan perundang-undangan.

10. Penilaian Penggabu n §) Atau Peleburan Badan Usaha,

Pengambilalihan m, Pengambilalihan Aset, Atau Pembentukan

Usaha Patung

Bab ini n ngatur materi mengenai penilaian terhadap

penggabu au peleburan badan wusaha, pengambilalihan saham,

set, atau pembentukan usaha patungan.

saha wajib mengajukan permohonan penilaian atas rencana
an atau rencana peleburan badan usaha, rencana
pefigambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset, atau rencana
pembentukan usaha patungan kepada KPPU. Adapun permohonan tersebut
wajib dilampiri analisis rencana penggabungan atau rencana peleburan
badan usaha, rencana pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan
aset, atau rencana pembentukan usaha patungan. Selanjutnya, hasil
penilaian atas pemberitahuan rencana penggabungan atau rencana

peleburan badan wusaha, rencana pengambilalihan saham, rencana
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pengambilalihan aset, atau rencana pembentukan usaha tersebut akan
dituangkan dalam Putusan KPPU.

Rencana penggabungan atau rencana peleburan badan usaha, rencana
pengambilalihan saham, rencana pengambilalihan aset atau rencana
pembentukan usaha patungan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai
penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib memperoleh persetujuan KPPU
sebelum penggabungan atau peleburan badan usaha, pengambikalihan
saham, pengambilalihan aset, atau pembentukan usaha patung xu
efektif secara yuridis. Lebih lanjut, sebelum mendapatkan p tujtan
KPPU, instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izj nggabungan
atau peleburan badan usaha, pengambilalihan sah gambilalihan

aset atau pembentukan usaha patungan, tidak dapa anjutkan proses

penggabungan atau peleburan badan usaha, ilalihan saham,

pengambilalihan aset atau pembentukan us@ha patghgan Pelaku Usaha

sesuai dengan peraturan perundang-un yang berlaku. Adapun

ketentuan tentang penetapan nilai ase u nilai penjualan melebihi

jumlah tertentu serta tata cara pgmbet uan diatur dalam Peraturan

KPPU.

Penilaian atas rencana pen gan atau rencana peleburan badan
usaha, rencana penga saham, rencana pengambilalihan aset,

atau rencana pembentu usaha patungan, dilakukan oleh Majelis Komisi
untuk paling la 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak
permohonan dapatkan nomor registrasi. Adapun nomor registrasi akan
didapatka te aku Usaha melengkapi semua berkas persyaratan.
Ter i ntuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian
penggabu atau peleburan badan usaha, pengambilalihan saham,

ihan aset, atau pembentukan usaha patungan akan diatur
dal@m Peraturan KPPU.
11.Tata Cara Penanganan Perkara

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk
melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan

Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilaporkan
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oleh masyarakat, Pelaku Usaha, atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai
hasil dari penelitian.

Bagian ini mengatur terkait dengan laporan tertulis, yang wajib
dirahasiakan oleh KPPU terkait identitas pelapor, yang ditujukan kepada
KPPU. Selanjutnya dalam proses pelaporan KPPU, perlu dilakukan
klarifikasi laporan yang mencakup pemeriksaan kelengkapan, kebenaran
dan kesesuaian administrasi laporan, serta menilai kompetensi solut
KPPU terhadap laporan. Dalam hal laporan belum memenuhi k Xﬂ

laporan maka KPPU melakukan pemberitahuan kepada pelapor tégKait Hal-

hal yang perlu dilengkapi dalam proses pelaporan. juga “dapat
melakukan inisiatif investigasi berdasarkan data at i masi dugaan
pelanggaran undang-undang ini tanpa didahului ran dari pihak

pelapor. Terkait dengan Pengampunan dan/ata@ ngan hukuman

bagi Pelaku Usaha yang mengakui dan/at me \r prkan perbuatannya

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi s Persaingan Usaha.
Proses investigasi selanjutnya dila KPPU untuk memperoleh
alat bukti adanya dugaan pelanggar undang-undang ini. Dalam

melakukan penilaian dan persifangah, KPPU membentuk Majelis Komisi
yang berfungsi untuk ela Persidangan Majelis Komisi dan
melakukan pembacaan

Setelah tahap pe caan putusan, para pihak terkait dapat
mengajukan kebe n atas*Putusan KPPU, dalam hal tidak ada pihak yang

mengajukan eratafly maka Putusan KPPU berkekuatan hukum tetap.
Jika terd yang harus dibayar ke kas negara dalam Putusan
KPPU ilaksanakan oleh para pihak, KPPU menyerahkan ke
lembaga pPi g negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

12.Upaya Hukum

Upaya Hukum terhadap Putusan KPPU dapat dilakukan setelah tahap
pembacaan putusan dengan para pihak terkait mengajukan keberatan atas
Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga. Terlapor dapat mengajukan keberatan
terhadap Putusan KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

diterimanya salinan Putusan KPPU. Selanjutnya Pengadilan Niaga wajib
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memeriksa keberatan terlapor dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut. Kemudian Pihak yang
keberatan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan paling
lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi

diterima. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya hukum diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung. \

13.Larangan

Salah satu wewenang KPPU dalam penegakan hukum lakukan

proses penyelidikan dan pemeriksaan. Oleh karen er kan adanya

larangan bagi setiap orang yang dengan sengaj 1R, secara langsung
maupun tidak langsung mencegah, menghalangi, a enggagalkan upaya

KPPU dalam melaksanakan proses dan/atau pemeriksaan

tersebut. Dengan adanya larangan ters pat menjadikan penegakan

hukum lebih optimal khususnya dalam % 5 investigasi dan pemeriksaan

yang dilakukan oleh KPPU. 0

14.Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pid@na diatur bahwa setiap orang yang dengan
sengaja mencegaly; Wmenghalangi, atau menggagalkan secara langsung atau

tidak langsun UNdalam melaksanakan proses investigasi dan/atau

pemeriksa%cjl dana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima

miliar
bula6

etentuan Lain-lain

au pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 (tiga)

Bab  ketentuan lain-lain mengatur mengenai  pengecualian
pemberlakuan Undang-Undang ini untuk: Perjanjian dan/atau kegiatan
yang bertujuan melaksanakan undang-undang yang berlaku; Perjanjian
penetapan standar teknis produk Barang dan/atau Jasa yang tidak
mengekang dan/atau menghalangi persaingan; Perjanjian dalam rangka

keagenan; Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau
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perbaikan standar hidup masyarakat luas; Perjanjian internasional yang
telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; Perjanjian dan/atau
kegiatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu, kebutuhan
dan/atau pasokan Pasar dalam negeri; Pelaku Usaha yang tergolong dalam
usaha mikro dan usaha kecil; atau kegiatan usaha koperasi yang secara

khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Monopoli dan/atau Pemusatan Kekuatan Ekonomi yang wn
dengan produksi dan/atau pemasaran Barang dan/atau a

menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-caban oduRsi yang
penting bagi negara diatur dengan undang-undang da garakan
oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik @

milik desa, dan/atau badan atau lembaga yang di Katau ditunjuk oleh

h,Ybadan usaha

pemerintah pusat.

16. Ketentuan Peralihan

Dalam ketentuan peralihan diatur ba penanganan perkara dugaan
Praktik Monopoli dan Persaing saha Tidak Sehat yang sedang dilakukan
investigasi, pemeriksaan, u dalam proses upaya hukum, tetap
dilakukan berdasarkan ndang Nomor S5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopgli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sampai
memperoleh put yang berkekuatan hukum tetap. Putusan KPPU yang
sudah berkek hukum tetap berupa pembayaran denda ke kas negara
yang bel diBdyarkan oleh para pihak berdasarkan Undang-Undang
Nomor unh 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persainga a Tidak Sehat menjadi piutang Negara. Anggota KPPU yang

) a erdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
La¥angan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetap
menjalankan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan Anggota KPPU sesuai
dengan Undang-Undang ini. Pegawai pada KPPU terhitung sejak
diundangkannya Undang-Undang ini diangkat sebagai aparatur sipil negara

dengan perhitungan masa kerja secara penuh.

17. Ketentuan Penutup
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Dalam ketentuan penutup diatur bahwa pada saat Undang-Undang ini
mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Semua peraturan perundangan-undangan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor S Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertenﬁn

a

dengan Undang- Undang ini. Peraturan pelaksanaan yang di n

oleh Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (sa
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Un Undahg ini

mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

O
N
&
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat ini telah menggambarkan bagai

pemikiran atau argumentasi ilmiah/teoritis tentang laranga

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. RUU tentang gan praktik
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini dihar i dengan
amanat Konstitusi serta praktik empiris di Indonesia t inl guna dapat

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bag' ran rakyat.

Kehadiran UU No.5 Tahun 1999 p rlu jau kembali dan
disempurnakan, karena banyaknya yang dialami dalam
implementasinya. Persoalan yang dia 1 implementasi UU No.5
Tahun 1999 di antaranya adalah bétkaita ngan cakupan/definisi pelaku

usaha, kelembagaan yang empunyai kewenangan menjalankan

penegakan hukum persai a (penyelidikan, penuntutan dan

sekaligus sebagai pen® saat ini tidak jelas dalam sistem
ketatanegaraan dan gsisteMd pendukung baik organisasi, tata kelola maupun

sumber daya ma

B. Saran
engena1 larangan praktik monopoli dan persaingan usaha
sangat diperlukan sebagai jawaban dari perkembangan,
salahan, dan kebutuhan hukum serta adanya dinamika

per bangan dunia usaha. Oleh karena itu, penyusunan NA RUU tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan
dapat menjadi pedoman dalam pembahasan RUU tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara Komisi VI DPR RI

bersama dengan Pemerintah.
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